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BERITA ACARA
KERJA SAMA MEDIA ANTARA MEDIA PT INDONESIA NEWS CENTER (INILAH.COM) DENGAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Nomor |

Sebagai tindak lanjut atas penjajakan kerja sama antara PT Garuda Indonesia (Persero) “Garuda
Indonesia” dengan PT Indonesia News Center “Inilah.com” serta mengacu pada persetujuan izin
prinsip kolaborasi media yang disampaikan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia dan Direktur
Human Capital & Corporate Service tertanggal 30 Juli 2025, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk
Konfirmasi Prinsip atas Rencana Kerja Sama Garuda Indonesia dan Inilah.com melalui e-mail Corporate
Communications pada tanggal 16 Agustus 2025. Maka sebagai acuan dari rencana kerja sama
tersebut, telah disepakati ketentuan dan mekanisme kerja sama serta kontraprestasi yang akan
diperoleh kedua belah pihak sehubungan dengan kerja sama tersebut sebagai berikut:

GARUDA INDONESIA

e Menyetujui pelaksanaan kerja sama media dengan nilai barter setiap bulannya
—belum termasuk PPN 11% (sebelas persen) yang akan
dibayarkan setiap bulannya melalui invoice yang disampaikan oleh pihak Inilah.com.

e Kerja sama ini efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

INILAH.COM

e Mengacu pada kesepakatan yang tertuang di e-mail Konfirmasi Prinsip atas Rencana Kerja
Sama Garuda Indonesia dan Inilah.com, Inilah.com akan membuat, menayangkan materi atau
konten publikasi pada media/saluran komunikasi yang dimiliki oleh Inilah.com dengan detail
ruang lingkup terlampir pada lampiran Berita Acara ini.

e Program atau materi yang akan ditayangkan oleh inilah.com akan dikomunikasikan terlebih
dahulu kepada Garuda Indonesia sebelum naik tayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masa berlaku Berita Acara ini terhitung 3 bulan sejak tanggal
efektif kerja sama, dan akan dilakukan pembaruan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 20 Agustus 2025

PT GARUDA [NDONESIA (PERSERO) Tbk PT INDONESIA NEWS CENTER (INILAH.COM)

VICE PRESIDENT CHIEF BUSINESS OFFICER
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Garuda Indonesia :_"f»@

Lampiran Berita Acara Nomor :_

Tanggal : 20 Agustus 2025

RUANG LINGKUP KERJA SAMA GARUDA INDONESIA DAN INILAH.COM

Main Point (Publikasi)

20x penyebaran artikel

12x artikel di inilah.com

12 post (mirror artikel) di Facebook dan Twitter inilah.com
1x infografis di inilah.com

1x infografis di Instagram inilah.com

Services (Nilai Tambah Kerja Sama)

Narasi pemberitaaan positif di inilah.com

Layanan konsultasi dan pendampingan media kepada Garuda Indonesia

Penyusunan narasi positif terkait ekosistem Garuda Indonesia

Produksi artikel dengan narasi positif atau tandingan untuk menyeimbangkan isu dan
opini publik

Laporan dan analisa bulanan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis




PERJANJIAN PENGADAAN
TAS DAN KOPER HAJI
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT HUDA RACHMA GRUPINDO

Nomor GARUDA : IG/PER]/ DN-4148/2023/NON-LEG

Perjanjian Pengadaan Tas dan Koper Haji, {selanjutnya disebut "Perjanjian”} ini dibuat dan ditandatangani
aleh dan antara:

.. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 464,

(Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai"GARUDA”™; dan

Il. PT HUDA RACHMA GRUPINDQ, berkedudukan hukum di _
arenanya sa rtindak untuk dan atas nama Pt Huda Rachma Grupindo, selanjutnya disebut "HUDA".

GARUDA dan HUDA secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing disebut
sebagai “Pihak”.

Para Pihak terebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk
penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;

2. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan di internal, GARUDA memerlukan jasa pihak ketiga untuk
menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji;

3. Bahwa HUDA merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji yang
memenuhi kualifikasi dan spesifikasi teknis serta bersedia dan sanggup ditunjuk oleh GARUDA untuk
memenuhi kebutuhan GARUDA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas.

Sehubungan dengan hai-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani
Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
a. Request for Proposal (RFP) Pengadaan Tas Koper Penerbangan Jamaah Haji Momor: RFP/IB-
004/02/2023;
b. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper Jamaah Penerbangan Haji
2023M/144H tanggal 18 Maret 2023;
¢. Surat HUDA Kepada GARUDA perihal Surat Konfirmasi Kesanggupan Pekerjaan Tas & Koper Jamaah
Haji 2023 Nornor. 021/DIR-HRG/GA/II 2023 tanggal 21 Maret 2023;
d. Surat GARUDA kepada HUDA perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Tas dan Koper Jemaah
Penerbangan Haji No. GARUDA/IKTIBP/20089/2023 tanggal 27 Maret 2023.
2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pacal ini merupakan bagian yang mengikat
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen-dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para
Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

GARUDA setuju menunjuk HUDA sebagaimana HUDA setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA
untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tas dan koper jamaah penerbangan haji (“Barang”) dengan
rincian sebagaimana disebut pada Lampiran [ Perjanjian ini, selanjutnya disebut {"Pekerjaan™),

Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan tertulis
Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati dan
ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3
MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

HUDA dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Perjanjian ini.

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, HUDA menjamin agar pelaksaraannya tunduk pada hukum Indonesia
dan peraturan GARUDA yang berlaku serta mengikuti kode etik pertanggungjawaban profesi dan akan
mengambil tindakan koreksi apabila diperiukan.

HUDA menjamin bahwa Barang yang telah diserabkan adalah baru dan tidak cacat, dalam keadaan baik
dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh GARUDA.

GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan HUDA dalam hal Barang yang diajukan/diserahkan
tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA.

HUDA diwajibkan mengganti semua Barang yang ditolak GARUDA sampai barang yang diserahkan
sesuuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat
yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak

Target pemenuhan kebutuhan Barang sudah terkirim dengan batas waktu yang ditentukan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan Haiji
pertama.

Pengiriman dilakukan hingga ke setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-
masing Embarkasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, masing-
masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1, Hak HUDA:
a. Menerima pembayaran Imbalan Jasa dari GARUDA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4
Perjanjian ini atas Pekerjaan yang telah diselesaikan cleh HUDA;
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2. Kewajibban HUDA:

a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2

dan Pasal 3 Perjanjian inj;
. Mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian inj;

¢. HUDA diwajibkan mengganti semua barang yang ditolak GARUDA sampai Barang yang
diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal
dan akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak;

d. Apabila terdapat pemesanan Barang di luar estimasi jumlah yang tercantum pada Pasal 5 ayat
1 Perjanjian ini, maka tunduk pada Pasal 8 Perjanjian ini HUDA wajib menyediakan Barang dalam
waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah PO diterima.

3. Hak GARUDA;

a.  Mendapatkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;

b. Mendapatkan jaminan bahwa pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Perfanjian ini;

¢.  Mendapatkan jaminan bahwa HUDA akan patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam
Perjanjian ini.

d.  GARUDA berhak memeriksa dan menclak Barang yang diserahkan HUDA dalam hal Barang
yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh GARUDA
dan/atau terdapat rusak, serta mendapatkan ganti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

4, Kewajiban GARUDA:
a  Melakukan pembayaran Imbalan Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PASALS
IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan kepada HUDA dengan
ketentuan sebagai berikut:

| Embarlcasi | Estimasi Jumlah
Haii Code Tahtn 2023 Harga Barang Harga Pengiriman  Harga Akhir
per set per set per set
Jakarta | JKG
L Solo SOC |
Total 1

selanjutnya disebut "Imbalan Jasa®,

2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan
Nilai (PPN} dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak
berubah selama masa berlaku Perjanjian ini, kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dan
dituangkan dalam suatu amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing
Pihak yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.

3. Harga mengikat dan tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini dengan pengikatan harga satuan
tetap tanpa minimum volume pembelian.

4. Harga yang disampaikan sudah mencakup seluruh komponen biaya untuk melaksanakan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Petjanjian ini.

5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dibayarkan secara sekaligus/one time
payment oleh GARUDA dengan jangka waktu pembayaran 90 hari kalender setelah invoice beserta
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dokumen pendukung diterima dengan baik dan lengkap oleh GARUDA. Adapun dokumen pendukung
penagihan adalah sebagai berikut:
a. Kuitansi rangkap 3 (tiga}, dengan 1 {satu) rangkap bermeterai cukup;

b. Invoice;

¢ Salinan Perjanjian ini;

d. Faktur pajak standar;

e. Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dilakukan melaiui bank
transfer oleh GARUDA ke rekening HUDA, dengan perincian sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang
Nomor Rekening
Atas Nama

7. Kecuali Pajak Pertambaban Nilai (PPN) yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pajak-pajak lain, bea
meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pefaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung
Jjawab masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL G
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama

2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis Para
Pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh perwakilan
yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL 7
PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN BARANG

1. Penyerahan Barang:

a. GARUDA dan HUDA sepakat bahwa setiap penyerahan Barang akan dilaksanakan berdasarkan
jumiah dan waktu pengiriman sebagaimana yang iercantum didalam Purchase Order ("PO”) yang
akan diterbitkan oleh GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini;

b. HUDA bertanggung jawab dan wajib menyerahkan Barang secara bertahap dengan target
diterima di Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-masing Embarkasi, paling
lambat satu bulan sebelum tanggal pelaksanaan operasional Haji.

<. Serah terima Barang kepada GARUDA dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah
Terima Barang vang ditandatangani oleh HUDA, Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap
Provinsi masing-masing Embarkasi dan GARUDA.

2. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:

a.  GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan HUDA sesuai
PQ di Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Pravinsi masing-masing Embarkasi;

b. GARUDA berhak untuk menolak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai dengan
spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak/ cacat. Dalam hal demikian,
HUDA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dengan Barang yang
merniliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan
akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanitan ini;

%



PASAL 8
TAMBAH KURANG PEKERJAAN

GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas dari barang dengan harga satuan
yang sama, yang kemudian biayanya akan diperhitungkan dengan perjanjian dalam suatu berita acara
atau amandemen Petjanjian.

Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada HUDA secara
tertulis, dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan
suatu berita acara atau amandemen Perjanjian oleh Para Pihak, dari sisi GARUDA ditandatanganti oleh
pejabat minimal setingkat Vice President.

PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN

HUDA tidak diperbolehkan mengalihkan selurub Pekerjaan kepada pihak ketiga.

HUDA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari GARUDA.,

Dalam hal HUDA mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis
GARUDA, maka HUDA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan
Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan HUDA dan HUDA bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan HUDA
membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan yang timbul dari
pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dimaksud
apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.

Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini, maka HUDA dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 10
GARANSI] KUALITAS

HUDA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian int sudah melalui quality con-
trol dari HUDA, dijamin baru {brand new), siap pakai (ready for use), tidak rusak atau cacat baik yang
terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Para Pihak.
GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan olebh HUDA setelah dilakukan pemeriksaan oleh
GARUDA dalam hal Barang yang dikirirn atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumiah serta
jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA,

HUDA memberikan garansi/jaminan mutu atas hasil Pekerjaan (garansi) selama 1 {satu) bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan Barang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Jaminan dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidek berfaku hilamana kerusakan tersebut disebabkan oleh
sebah-sebab lain diluar kelalaian dan/atau kesalahan HUDA atau orang-orang yang bekerja untuknya
dan atau sebab-sebab lain yang bukan karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan.

HUDA berkewajiban untuk memberikan penggantian atas Barang apabifa terjadi kerusakan atas hasil
Pekerjaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan HUDA atau orang-orang yang bekerja
untuknya atau karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan, berdasarkan pemberitahuan tertulis
dari GARUDA dalam waktu selambat-lambatnya 3 {tiga}) hari kalender setelah pemberitahuan
disampaikan oleh GARUDA kepada HUDA, sepanjang masih dalam jangka waktu jaminan mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran fain yang timbul karena
penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung jawab HUDA,
Bilamana diperlukan, GARUDA akan melaksanakan pemeriksaan Barang di Gudang HUDA (inspeksi).
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PASAL 11
JAMIMAN PELAKSANAAN

HUDA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada GARUDA pada saat penandatanganan Perjanjian
ini sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Perfanjian ini yang dikeluarkan oleh Bank Nasional (diuta-
makan Bank BUMN) sebagai penanggung yang disetujui oleh GARUDA ("Jaminan Pelaksanaan”).

Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA dalam hal:

a) HUDA mengundurkan diri setelah penandatanganan Petjanjian ini;

b) HUDA dinyatakan lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini baik sebagian maupun
keseluruhan;

¢) HUDA dikenakan sanksi denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;

d) HUDA melanggar ketentuan atau dinyatakan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian ini,

Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk cheque giro maupun cheque cash mutlak tidak berlaku.

Jaminan Pelaksanaan harus memuat pernyataan Bank bahwa Bank melepaskan haknya berdasarkan Pasal
1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini maka HUDA
dengan ini memberi kuasa sepenubnya kepada GARUDA untuk melakukan pencairan Jaminan
Petaksanaan, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dan dengan tanpa harus adanya persetujuan terlebih
dahulu dari HUDA.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal int berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan
juga tidak akan berakhir bilamana terjadi peristiwa apapun, dan HUDA dengan ini pula
mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia.

Balam hal terjadi pembaharuan atau perpanjangan jaminan pelaksanaan yang diberikan dalam bentuk
Bank Garansi, maka HUBA wajib segera mengganti dengan Bank Garansi yang baru tanpa adanya masa
jeda.

Jaminan Pelaksanaan dan surat pernyataan Pencairan Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan setelah
dinyatakan sebagai pemenang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Pemenang.

Jaminan Pelaksanaan akan berakhir dan dikembalikan kepada HUDA setelah berakhirnya Perjanjizn ini
dan seluruh kewajiban HUDA sebagaimana diatur dalam Perjanjian diselesaikan yang dibuktikan dengan
Berita Acara Penyerahan Pekerjaan secara keseluruhan (Final Acceptonce), kecuali dalam hal terjadinya
peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

PASAL 12
INFORMASI RAHASIA

. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk
namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan
usaha, produk-produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan
intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk
dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut “lnformasi Rahasia”, yang diberikan oleh Pihak pemberi
Informasi Rzhasia ("Pemberi Informasi Rahasia™) kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("Penerima
Informasi Rahasia”). Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:

a. Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya

semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjaniian ini;
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Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak tersebuy
melindungi kerahasiaan milik intelektuainya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;

Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak yang
dicanturmkan dan diajukan secara teriulis kepada Pihak lainnya; dan

Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam
wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah
atau badan pengatur; atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak
ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan
berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak
Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi
Rahasia atay Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum, baik kepada Pihak lainnya
maupun kepada pihak manapun yang terkait.

Dafam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang
berdasarkan hukum yang bertaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang
meminta Informasi Rahasia, maka Pthak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oeh
hukurm dan peraturan yang berlaku.

Kewajiban informasi Rahasia yang diatur pada ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian
ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi
Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.

Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:

a. yang pada saat pengungkapannya telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian
menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasig;

b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan
Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan
informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

. yang disyaratkan untuk dipublikasikan cleh undang-undang atau oleh pengadilan atau oleh pihak
berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penetima
informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.

Apabila HUDA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka HUDA dianggap lalai terhadap Perjanjian
ini dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada HUDA,

PASAL 13
PEMBEBASAN

HUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, rnaupun seluruh pegawai
GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan
dan lain-fain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari HUDA, direksi maupun
pegawai HUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau
tindakan HUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

GARUDA setuju untuk membebaskan dan mefindungi HUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai
HUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan
dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun
pegawai GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau
tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
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PASAL 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HUDA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan yang diserahkan oleh
HUDA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual termasuk hak
cipta, paten, atau merek dagang, dan HUDA akan menanggung semua biaya-biaya, pengeluaran-
pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan yang merupakan
pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.

HUDA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan pernah
melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten,
merek dagang atau hak cipta dan HUDA akan menjamin dan mefindungi GARUDA, baik Direksi maupun
pegawai GARUDA dari segala prasangka, tuniutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya {termasuk
biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang
dilakukan oleh HUDA, Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran
hak cipta dan/atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian
ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

Hal-hal yang dapat dianggap sebagai force majeure dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun tidak
terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, pemagokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran,
cyber-attack, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan
Peketjaan ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar
kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("Farce Majeure”).

Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat
yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.

Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara
resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selamlbat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya Force
Muajeure.

Apabila dalam waktu 7 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari
Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Mafeure tersebut dianggap telah disetujui.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena
Force Majeure dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk kemungkinan pengakhiran Perjanjian
apahila Force Majeure berlangsung secara berkepanjangan.

Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib untuk melaksanakan kembali berbagai
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Force Majeure tersebut dinyatakan
berakhir oteh Para Pihak.

Para Pihak sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari
kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka

Pihak fainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.



Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak, yaitu dalam jangka waltu 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan,

Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan
tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1.

Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukym
negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan
dengan Petjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha yang sedang
dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di
yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran tersebut dipersyaratkan,

Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-
masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.

Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua
persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini,
dan wakil dari masing-tnasing Pthak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang
memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuban, masing-masing Pihak
bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan
Petjanjian ini.

Tidak ada rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan
hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak.
Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan
tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas
pada undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak pidana korupsi serta larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PASAL 18
KELALAIAN

HUDA, dinyatakan [alai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1.

HUDA tidak dapat menyerahkan dan menyelesaikan Pekerjazn sesuai dengan jadwal, dan lingkup
Pekerjaan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;

HUDA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, profesionalisme dan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

HUDA mengalihkan sebagian rmaupun seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini;

HUDA tidak memenuhi ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 Perjanjian ini;

Pernyataan dan jaminan yang diberikan HUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini tidak
benar;

HUDA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini;
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HUDA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
DENDA

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan HUDA terjadi kelalaian, keterlambatan atau
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja yang telah disetujui GARUDA
maupun tidak sesuai dengan Perjanjian, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada
HUDA setelah kelalaian HUDA terbukti dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Apabila peringatan tertulis dari GARUDA kepada HUDA telah mencapai 3 kali dan masing-masing
peringatan memiliki jangka waktu 3 hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda sebesar satu per
mil (1%o) dari nilai Imkalan }asa yang dibayarkan GARUDA kepada HUDA untuk setiap hari keterlambatan
dengan maksimum denda sebesar lima persen {5%) dari total Imbalan Jasa.

Dalarn hal capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari capaian TKDN penawaran maka GARUDA berhak
mengenakan sanksi finansial berupa pengurangan pembayaran sebesar selisth antara capaian TKDN
penawaran dengan capaian TKDN pelaksanaan, maksimum lima belas persen (15%).

Pembayaran atas denda-denda tersebut di atas dilakukan dengan jalan memotong pembayaran yang
menjadi kewajiban GARUDA berdasarkan tagihan/invoice, atau dengan cara pencairan Jaminan
Pelaksanaan,

PASAL 20
PENGGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

HUDA berkomitmen memaksimalkan penggunaan bahan/barang/jasa dari dalam negeri dan sarana
pelaksanaan Pekerjaan di dalam negeri termasuk peralatan dan jasa dalam negeri untuk pelaksanaan
Pekerjaan.

HUDA berkomitmen untuk menggunakan barang/fjasa dari produksi dalam negeri dengan TKDN
sebesar 80% (delapan puluh persen).

PASAL 21
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Selain karena berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, GARUDA setiap
saat berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebik dahulu dalam hai:
a. HUDA dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini;

b. HUDA dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang.

Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak setiap saat dapat memutuskan
Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak lainnya.
Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pihak
fainnya dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.

Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau
dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka
segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau
pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan



yang telah disepakati dalam Perjanjian int sampai dengan hak dan kewajiban tersebut diselesaikan oleh
Para Pihak.

PASAL 22
KETENTUAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

HUDA wajib mematuhi selurub ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat masing-
masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan
dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di
indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nemor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (The
Generai Data Protection Requlation atau "GDPR”), yaitu;

a) kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan
dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data
pribadi;

b}  kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk
kepentingan sebagaimana dimaksud Petjanjian ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh
Para Pihak di Perjanjian ini saja;

o) kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data
yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

dy  kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahubu dari GARUDA dan/atau pemilik data
pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan
untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;

e} kewajiban melaporkan kepada GARUDA apahila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau
dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.

HUDA wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang
terdapat dan disimpan dalam dotabasenya selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam waktu 2x24 jam
apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian dengan GARUDA habis masa
berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerjasama untuk jangka waktu tertentu di
kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama Para Fihak mengenai batas waktu
penghapusan data pribadi serta keputusan yang diatur oleh Pemerintah Republik indonesia.

HUDA wajib dan bersedia untuk melaporkan kepada GARUDA dalam waktu paling lambat 72 (tujuh
puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam
Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan
GARUDA dan/atau pemilik data pribadi.

Dalam hal ketentuan ayat 1, 2 dan/atau 3 Pasal ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh
HUDA, maka GARUDA wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang
timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun
yang mungkin diajukan terhadap GARUDA oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data
pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pthak dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan
perindang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-
karupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;

Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk
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mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi
Perjanjian ini;

Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang
tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian
ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini
wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 24
LOGO GARUDA INDONESIA

HUDA tidak berhak mengubah model Barang termasuk logo Garuda Indonesia tanpa persetujuan tertulis
GARUDA.

HUDA dilarang memperbanyak dan menjual Barang sejenis yang berlogo Garuda Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selain kepada GARUDA.

Apabila Barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini beredar di pasaran secara ilegal,
tanpa hak dan melawan hukum, maka GARUDA berhak menuntut HUDA ke Pengadilan.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal
ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab HUDA, termasuk biaya pengacara.

PASAL 25
LAIN - LAIN

Para Pihzk telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan
bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak.

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan didalam Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau email kepada masing-masing
Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA [INDONESIA (PERSERO) Thbk
up :
Jabatan
Alamat
Telepon
Emnail

PT HUDA RACHMA GRUPINDO
up
Jabatan
Alamat
Telepon
Email

Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut

diatas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui
surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat; atau

b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang
dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda tefima yang diterhitkan oleh pengirim;
atau

¢. Diterima pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email;
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4. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan
badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian
menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau
bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang
sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan ditetapkan
atas persetujuan Para Pihak.

5. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, siginifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya
Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau
tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari
ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut Para Pihak akan
melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang
lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa vang
dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan diatur
kermudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen yang
merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perianjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat dalam
rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing — masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk PT HUDA RACHMA GRUPINDO

DIREKTUR
Tanggal: Tanggal:



LAMPIRAN |
PERJANJHAN PENGADAAN TAS DAN KOPER HAJI
NOMOR: IG/PERJ/ DN-4148/2023/NON-LEG

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan penyedia tas koper jamaah haji degan ketentuan sebagai berikut:

1.

Pengadaan Tas dan Koper Jamaah Haji dengan estimasi sejumlah 104.172 set dengan cadangan 260

Set yang terdiri dari:

a. Tas koper besar (tas bagasi), berikut sarung koper dan name tagnya;

b. Tas tentengan mermakai trolley (tas kabin), berikut sarung koper dan name tagnya; dan

¢. Tas paspor;

d. Perlengkapan lainnya yang terdiri dart Thank You Card, Kardus Pembungkus, Compliment berupa
Tas Dokumnen Haji, Plastik/Label Embarkasi, Booklet/Buku Petunjuk Keselamatan dalam Pen-
erbangan, Buku Form BAST.

Warna dasar tas koper jamaah haji tahun adalah Hitam, sedangkan untuk warna tahun 2024 dan
2025 akan ditentukan kemudian.

Berikut adalah estimasi lokasi per embarkasi:

Paket B
No | Embarkasi Haji Jumlah Jamaah Wilayah
1 | Soekarno Hatta, lakarta (CGK) 19054 DKl Jakarta,
Banten dan
Lampung
' Cadangan 48
Paket ¢
No | ~ Embarkasi Haji — B Jumlah Jamaah | Wilayah
1| Adi Sumarmo Solo (500) 28.946 lawa Tengah,
_ - D Yogyakarta |
B Cadangan |72 | |
Note:

Lokasi Embarkasi dan jurnlah kebutuhan Tas Koper jamaah yang tercantum poda tabel di atas
merupakan estimast dan dapat berubah sesuai keputusan Kementerian Agama Ri.

Cadangan merupakan produksi awal untuk penggantian yang rusak, selebihnya akan dipesan
kekurangannya sesuai kebutuhan.

Jumlah Pemesanan Tas dan koper Jamaah Haji sebagaimana disebutkan diatas delam Pasal ini
dapat beruboh (penombahan/pengurangan) berdasarkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
dalom hal ini Kementerion Agama yang akan diberitahukan oleh Garuda secara tertylis, Dan
peserta wafib bersedia memenuhi sesuai kebutuhan tersebut.

SPESIFIKASI TEKNIS

Perincian spesifikasi teknis Tas dan Koper Jamaah Haji 2023, terlampir seperti yang disampaikan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia.



Perincian spesifikasi teknis masing-masing barang adalah sebagai berikut:

1. TAS KOPER BESAR (MENGGUNAKAN TROLLEY)

1)

2)

3

4)

5)

Ukuran

Ukuran tas koper: panjang x tinggi x lebar = 430 x 640 x 270 mm. Berbentuk kotak persegi
paniang keatas

Roda

Terdapat roda 4 {empat) roda tanam/roda double Sifent Wheel — 360 degree tidak terlalu
ketuar/mencnjol seperti tampak dalam gambar di bawah.

Bahan

Jenis bahan adalah : Hardcase ABS ukuran 26" (inch).

Warna koper

Warna dasar koper luar adalah Hitam (Point A).

Sarung Koper

s [ahan polyester hyget dengan ukuran tinggi 880 mm), panjang 660 mm, lebar 290

mm(point A).

Warna dasar Sarung Koper Merah dan Putih {(sesuai gambar)

Batas bawabh Pita Elastic 25 mm {point B)

Lubang Handle samping 150 mm (point C)

Lubang Handle atas 150 mm (point D}

s Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / Garuda. Bagian depan
iuar koper pada bagian atas, berlogo Kementerian Agama (sebelah kiri) dan logo Garuda
{sebelah kanan)

«%‘M;l /
\“Sawrv/  Garuda indonesia

dengan ukuran § x 4 cm. Letak dan posisi 8 em dari sisi atas Koper {seperti gambar), di
tengah Bendera Merah Putih.

= Bagian bawah terdapat stiker vynil warna putih dan terdapat tulisan Haji 2023 (seperti
gambar) di atas tulisan identitas pemilik dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan
hitam, vaitu:
Nama
No. Paspor
No. Kloter
Embarkasi :
No. Regu / Romb

+  Bagian belakang sarung koper ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran 414 mom x 204
mm

. * @

N



6)

7

8)

9

=

I Garuda Indonesia

Handle Troiley

Panjang maksimal 400 mm, lebar handle 17 mm, panjang 165 mm.
Type Telescopic Trolley Handle dengan babhan iron metal.

Pegangan Koper (Handle)

Bahan handie terbuat dari plastik PP,

Bagian dalam koper

Elasiic Band (tali pengikat dalam koper)
Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band) iebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan.Elastic
band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP.

Kantong DalamPada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping

Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas
(bahan kain Mesh} dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi
list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro™ (male & female)
Alas Koper

Bahan kain polyster (paint E)

Kancing Penutup (Retsluiting)

Kancing penwtup {resluiting) Zipper No. 8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
List penutup bahan karet dan plastik PP

10} Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)

Bagian depan tas terdapat sablan bendera merah putih {ukuran 8x4 cm) dengan tulisan Haji
2023 dan Logo Garuda indonesia, jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari bisband adalah 5 cm
dan 8 ecm dari atas sisi koper.

Bagian bawah sablon bendera ada stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2023 di atas
tertulis identitas pemilik koper dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:
Nama :

No. Paspor

No. Kioter :

Embarkasi D e

Na. Regu / Romb

11) Kekuatan Beban Tas

Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 30 kg.

12) 1.abel bagasi

Untuk membedakan barang bagasi, diberikan label yang cukup besar yang berbeda warna
untuk setiap embarkasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Warna
tabel untuk masing-masing embarkasi yaitu:

Embarkasi Banda Aceh (BTI) berwarna Hijau Muda
Embarkasi Medan (MES) berwarna Hijau Tua

0 -



» Embarkasi Padang (PDG)
e Embarkasi Jakarta (JKG)
Embarkasi Solo {(SOQ)
Embarkasi Balikpapan (BPN)
Embarkasi Banjarmasin (BDJ)
Embarkasi Makassar (UPG)

¢ Embarkasi Lombok (LOF)

CONTCH GAMBAR:
Sarung koper 26"
—

Logo
Maskapat

Baglon Betakng

berwarna Coklat Muda
berwarna Biru Tua
berwarna Khaki
berwarna Merah Muda
berwarna Biru Tosca
berwarna Ungu
berwarna Orange

=i

' N e Emblem resin
Haahonpa
whuran Sxeoo

ik vyl
ubran HRIRcm

Bagian Depan
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Spesifikasi koper 26"
$PEC KOPER FIBER 26 INCH
MATERIAL 1HARDCASE ABS
UKURAN 1 267 /B AGGAGE SIZE)
TEPE RODA s RO 4 136 DEGRED ] SILENT WHEEL
DIMENSI ‘AN ESG K 27D
SATUAN DIMENS! - MILIMETER
DETAIL PROCUK
BRHAN 1ABS
TROLLEY +{OGAM
BAGIAN DALAM 1 KAIN LINING & SLETING
!
MATERIAL:
ASHELLPLASTIK ABS E POLY MESH
B.ZIPPEANC. X
CLOGAM
‘ . KAIN 1 INING POTYFSTER
| PARTS:
1. HANDLE
2. TELESKOAIC TROLLEY HANDLE
| 3 0G0 HAN G ARLINE
4, AOCA ORLE
L BULCKLE
Spesifikasi koper 26”
430
iha
- J:r&“/):-":%':.;“‘. .
il 1]
N l
- |
il \
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N
i |
1 -
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TAMPAR, BELAKANL:
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Garuda Indonesia 35,

Spesifikasi koper 26"
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Spesifikastkoper 26"
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FARUANG MAKSIMAL: 400mm
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Spesifikasi Sarung koper 26"

__190mm
1
150 mm |
[ ‘ 825 mvm:
|
CATATAN: -
A VELCRO 20 mm
B. PITA ELASTIC 25 mm
C LUBANG ATAS —_—
D. LUBANG SAMPING 580 mm »
10cm:
Spasifikasi Sticker koper:
Material: Sticker vinyl
Ukuran: T0x1Ecm Marna:
Mo paspror:
Embankasifldoter:
Rombongan:

18cm

Haji i

2023

2. TAS KOPER KECIL JINJING/TAS TENTENGAN (MENGGUNAKAN TROL!

1y Ukuran
Ukuran tas koper kecil : Panjang x Tinggi x Lebar = 320 x 430 x 220 mm.
2y Roda
Roda 4 tanam (360 degree)/ roda double silent wheel - tidak terlalu keluar/menonjol beradadi
sisi pojok bawah dengan posisi tanam.
3) Bahan
Jenis bahan adalah : "Hardcase ABS” ukuran 187 (inch)
4) Warna Koper
Warna dasar koper luar adalah Hitam.
5) Rangka Koper {rangka utama dan rangka frame}
Rangka koper cetakan
6) Sarung Koper

— b
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Garuda indonesia :@

e  Bahan polyester hyget 20 mm dengan ukuran tinggi 570 mm, panjang 480 mm, lebar
240 mmipoint A}.

e  Warna dasar Sarung Koper berah dan Putih (sesuai gambar)

« Batas bawah Pita Elastic 25 mm (point B)

s  lubang Handle samping 150 mm (point C)

= lubang Handle atas 150 mm (point D}

¢+ Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / Garuda. Bagian depan
luar koper pada bagian atas, berlogo Kementerian Agama (sebelah kiri) dan logo Garuda
{sebeiah kanan)

dengan ukuran 8 x 4 am. Letak dan posisi 8 em dari sisi atas Koper (seperti gambar), di
tengah Bendera Merah Putih.

«  Bagian belakang sarung Koper ada logo Garuda Indonesia dengan ukuran 263 mm x 129
mm

At

Garuda Indonesia

7) Handie Trolley
+  Panjang maksimal 400 mim, lebar handle 17 mm, panjang 165 mm.
*  Type Telescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal.
8) Pegangan Koper (Handle}
e Bahan handle terbuat dari plastik PP.
9) Bagian datam koper
¢ Elastic Band (tali pengikat dalam koper)
Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band) lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan.
Elastic band diberi pengunci {buckle) bahan plastic PP.
s« Kantong Dalam
Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas
{(bahan kain Lining Polyster) dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong
dilapisi list 4 cm, dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari “Velcro” (male &
fernale)
s Alas Koper
Bahan kain polyster (point E)
10) Kancing Penutup (Retsiuiting)
=  Kancing penutup {resluiting) Zipper No. 8 (point 8) dua arah dengan dua jahitan,
e  List penutup bahan karet dan plastik PP

4]
e f;/
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Garida donesia .:9-;

11} Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)
Bagian depan tas terdapat sablon bendera merah putih {(ukuran 8x4 ¢m) dengan tulisan Haji
2023 dan Logo Garuda Indonesia, jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari bisband adalah 5 cm
dan 8 cm dari atas sisi koper.
Bagian bawah sablon bendera ada stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2023 di atas
tertulis identitas pemilik koper dengan jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:
Nama T e
No. Paspor
Ne. Kloter
Embarkasi :
No. Regu / Romb : -

12} Kekuatan Beban Tas
Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 12 kg.

CONTOH GAMBAR:

Emblemn vesin
vinman Bxkow

Logo

Maskapal

Stictoer vieyl
whoman 16

. ?

Spesitikast koper 187

SPEC KOPEREBEA 14 INCH I
MATERIAL SEARDICASE ABS e 7
LIORAN * 15 BAGGAGE SIZE! v = S, —77T -
TPERODA i RODA 41360 DEGREE SILENT WHEEL, / \

DIMENS! 13200220 X436 o] ; j
SATUANDIMENS = MILIMETER | ) [ I ‘ \

DETAI PRODUK
BAHAN 1 ABS b

:LOGAM
BAGHAN DALAM SKAINLINNG & SLETING

4R

MATERIAL
A SHELLPLASTIE ABS o
B.ZiPPER NC.8

C.LOGAM o
D. KAIN LINING POLYESTER
€. MESH JARING

PARTS: ‘ ‘ . \
L HAKDLE ~=am\ TS

- v 1 1
2. TELESKOAIC TROLLEY HANDLE T T N
3, LOGO HAR & ARLIRE F er:I ( ; ) o
4. RODA DOUBLE | N
5. BUKLE ~

— ?
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Garuda Indonesia

3

Spesifikasi koper 187
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Garuda (ndonesia [

2!
Spasifikasi Sarung Koper 187
165 mm
<
525 mm
e ]
]
\
CATATAN: —_—
A.VELCRO 20 mm N T —
B. PITA ELASTHC 25 mm
C. LUBANG ATAS
10cm
Spastiasl Stcker koper;
Watesial Sturker vitel
Ukoran: Wixigcm Hama:

Ho paspor:

Embarkanifidoter:

Rombangan:

18cm

Haji —

2023

3. TAS PASPOR (TAS UMI)

1) Ukuran
Ukuran tas paspor depan: panjang x tinggi x lebar = 268 x 180 x 110 mm.
Hkuran tas paspor belakang: panjang x tinggi x lebar = 268 x 200 x 110 mm,

2} Bahan
* Jenis bahan adalah "POLYSTER" type 600 D
* Warna dasar: Hitam.

3} Bagian Depan Tas
Bagian depan tas ada 2 saku serta pengancing dari Zipper reversible no.5 lebar 220 mm, saku
1 untuk tempat passport dan dokumen ukuran panjang zipper 220 mm, saku 2 di bawah untuk
tempat alas kaki/sandal ukuran panjang 278 x 85 mm. Bagian depan tas terdapat sablon
bendera merah putih (ukuran 8x4 cm} di bawah bendera terdapat tulisan Haji 2023 dan di
bawah bendera terdapat tulisan INDONESIA dan 1444 H/2023 M serta logo dan tulisan
"Kementerian Agama® dan perusahaan GARUDA INDONESIA.

7



4)

Garuga indenesa f@

Bagian Belakang Tas

Pada bagian belakang tas terdapat kantong (saku) dengan penutup refsiuiting panjang 220
mm {bahan zipper reversible no. 5). Terdapat kantong saku/slt ID card tempat foto/identitas
dengan ukuran Panjang 100 mm dan 50 mm {point 4)

CONTOH GAMBAR

Ak {4pae

Tompak sameint

PP . ARG WEBEING, 1400 WA UK. 3

J | e "

—
I f—————————y+ ) |15

25 >
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TR B 1 ANANG TAMPAK KANAN



Garuda Indonesia @

KETERANGAN GAMBAR

MATERIAL: AKSESORILS:
A KA POLYESTER CORDURA 800 1. FENG JALAK 358 M
& ZIPPERNO. 5 2 KANTONG SAMPING JARING
€ WEBBING LT 38 Mih 1 COOPWEBBING 12 MM
. LINING TORIN 2, SLGT ID CARD 500 MM X 75 MM
E BEISA POLYFOAM & MM 5. PLASTIK MIKA

(BAGIAN DALAM) & BARTACK

7. RANG KOTAK 35 MM

Spesifikns] Ramtag s paspor haji
Matarial; At paper Higsm
Uhkuran: Scm
9em
Hama:
Mo pasper:
S5cm
Embpadas]kicter:
2023

75



Garuda Indonesia

i\

4, Box Kardus

Speksifikasl Kardus :

» Materisl Doyble wall K125 fM125x4
« Sablon 1 warna

Ukuran dus :

Tar48x30 cm

5. Name Tag Koper
18cm
Design 02

5 kas! name tag koper
: fﬂ‘ﬁbﬂ 1,5“:: e Garuda indonesia
= 5abton W depan dan di belakang (2mika}
« Cable ties

« Wkerran: Sx18cm

*

O

GARLDH CTY CHECE M WEMYh

PRI AR A N LR [
EMG TIOV DR M TUbACH | LA
i

NEENG - ARG CHDCES &

6. Thank You Card

Text kartu vcapan:

Dari junaan orang di humi ini, berbahagiziak
karena menjadi bagian dani orang-orang
terpilth yang beruntung untuk memenuhi
panggilan Allsh SWT.

Lususkan hat) dan kuatkan niat ditshi ta‘'aia. VB
Sgiamat menunaikan ibadah haji X
Sempga menfadi haji yang mabrur dan
mabryreh, aamiin.

Spesifisasi thankyou cand:
Material ot Paper 310 gsm
Ukuran: AS {Zixth,8cm



PERJANJIAN PENGADAAN
TAS DAN KOPER HARD CASE JAMAAH PENERBANGAN HAJI
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA {PERSERO) Thk
DENGAN
PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA

Nomor GARUDA : IG/PERJ/DN-3036/2024

Perjanjian Pengadaan Tas dan Koper Hard Case Jamaah Penerbangan Haji, (selanjutnya disebut
“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tb, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A,

{Persero) Thk, selanjutnya disebut sebagai"GARUDA"; dan

.. PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA, berkedudukan hukum di |

OPERASIONAL, dari dan oleh ka-znanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Adipura Mandiri
Indotama, selanjutnya disebut “ADIPURA”.

GARUDA dan ADIPURA secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing
disebut sebagai “Pihak”,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara
untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;

2. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan di intemal, GARUDA memerlukan jasa pihak ketiga
untuk menyediakan jasa pembuatan tas dan koper haji;

3. Bahwa ADIPURA merupakan perusahaan yang menyediakan Jasa pembuatan tas dan koper haji
yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi teknis serta bersedia dan sahggup ditunjuk oleh
GARUDA untuk memenuhi kebutuhan GARUDA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani
Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut;

a. Request for Proposal (RFP) Pengadaan Tas & Koper Hard Case Jamaah Penerbangan Haji Nomor:
RFP/IB-005/01/2024;

b. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper Hard Case Jamaah
Penerbangan Haji tanggal 26 Februari 2024;

¢. Risalah Rapat perihal Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Tas dan Koper Hard Case Jamaah
Penerbangan Haji tanggal 29 Februari 2024;

d. Surat ADIPURA Kepada GARUDA perihal Form Penawaran Harga tanggal 26 Februari 2024;

e. Surat GARUDA kepada ADIPURA perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Tas dan Koper Hard
Case Jamaah Haji PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. GARUDA/IKTIBP/E/20073/2024

tanggal 18 Maret 2024,
1 GGG O A ..



Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan bagian yang
mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjlan ini.

Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen-
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjlan ini yang akan berlaku dan
mengikat Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

GARUDA setuju menunjuk ADIPURA sebagaimana ADIPURA setuju untuk menerima penunjukan
dari GARUDA untuk meiaksanakan pekerjaan pengadaan tas dan koper hard case bagi jamaah
penerbangan haji periode 1445 H (tahun 2024 M) sampai dengan 1447 H (tahun 2026 M)
("Barang”) dengan rincian sebagaimana disebut pada Lampiran | Perjanjian ini, selanjutnya disebut
{"Pekerjaan”).

Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan
tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati
dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Petjanjian ini.

PASAL 3
MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

ADIPURA dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Perjanjian ini.

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, ADIPURA menjamin agar pelaksanaannya tunduk pada hukum
Indonesia dan peraturan GARUDA yang berlaku serta mengikuti kode etik pertanggungjawaban
profesi dan akan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.

ADIPURA menjamin bahwa Barang yang telah diserabkan adalah baru dan tidak cacat, dalam
keadaan balk dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh GARUDA.

GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan ADIPURA dalam hal Barang yang
diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oieh GARUDA.
ADIPURA diwajibkan mengganti semua Barang yang ditolak GARUDA sampai barang yang
diserahkan sesuuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal dan
akibat-akibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak.

Target pemenuhan kebutuhan Barang sudah terkirim dengan batas waktu vang ditentukan oleh
Kementerian Agama Republik indonesia yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan
Haji pertama,

Pengiriman dilakukan hingga ke setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap Provinsi masing-
masing Embarkasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal iain dalam Perjanjian ini,
masing-masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak ADIPURA;
a.  Menerima pembayaran Imbalan Jasa dari GARUDA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4
Perjanjian ini atas Pekerjaan yang tefah diselesaikan oleh ADIPURA;

Kewajiban ADIPURA:

a.  Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam
Pasat 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini;

EJIII!IIIIIPIIIII|IIIHIIIWIIIIIII|I||IIIIIIIMHIII9”6



3.

4,

1.

b.  Mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

¢.  ADIPURA diwajibkan mengganti semua barang yang ditolak GARUDA sampai Barang yang
diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dengan tidak mengesampingkan jadwal
dan akibat-zkibat yang timbul dan telah disepakati oleh Para Pihak;

d.  Apabila terdapat pemesanan Barang di luar estimasi jumlah yang tercantum pada Pasal 5
ayat 1 Perjanjian ini, maka tunduk pada Pasal 8 Perjanjian ini ADIPURA wajib menyediakan
Barang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah PO diterima;

e. Melakukan pengiriman Barang dan diserahkan kepada Kantor wilayah Kementrian Agama
Provinsi yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa operasional
haji dimulai.

Hak GARUDA:

a.  Mendapatkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;

b.  Mendapatkan jaminan bahwa pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian ini;

€. Mendapatkan jaminan bahwa ADIPURA akan patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan
dalam Perjanjian ini;

d.  GARUDA berhak memeriksa dan menolak Barang yang diserahkan ADIPURA dalam hal
Barang yang diajukan/diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh
GARUDA dan/atau terdapat rusak, serta mendapatkan ganti sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini.

Kewajiban GARUDA:
a.  Melakukan pembayaran Imbalan Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal S Perjanjian ini.

PASAL 5
IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

GARUDA setuju untuk membayar Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan kepada ADIPURA
dengan ketentuan sebagai berikut:

Embar.!(asi Estimasi Jumlah Harga Barang | Harga Pengiriman | Harga Akhir
Haji Code Tahun 2024 per set " per set Ber set
Jakarta CGK
Solo SOC
Lombok LOP
Balikpapan | BPN
Banjarmasin | BD)

Total

selanjutnya disebut “imbalan Jasa”.

Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap,
serta tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini, kecuali disepakati oleh Para Pihak secara
tertulis dan dituangkan dalam suatu amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah
dari masing-masing Pihak yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Harga mengikat dan tidak berubah selama masa berlaku Perjanjian ini dengan pengikatan harga
satuan tetap tanpa minimum volume pembelian.

Harga yang disarpaikan sudah mencakup seiuruh komponen biaya untuk metaksanakan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dibayarkan secara sekaligus/one
time payment oleh GARUDA dengan jangka waktu pembayaran 90 (Sembilan puluh) hari kalender
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setelah invoice beserta dokumen pendukung diterima dengan baik dan lengkap oleh GARUDA.
Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:

a. Kuitansi rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu} rangkap bermeterai cukup;
b. Invoice;

¢.  Salinan Ferjanjlan ini;

d. Faktur pajak standar,

¢. Berita Acara Serah Terima Barang.
6. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan difakukan melalui bank
transfer oleh GARUDA ke rekening ADIPURA dengan perincian sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang
Nomor Rekening
Atas Nama : PT. Adipura Mandiri Indotama
7. Kecuali Pajak Pertambahan Nilal (PPN) yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pajak-pajak $ain,
bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan
tanggung jawab masing-masing Pihak sesual ketentuan perpajakan yang berlakuy,

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama

2, Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis
Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh
perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASAL7
PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN BARANG

Penyerahan Barang:

a. GARUDA dan ADIPURA sepakat bahwa setiap penyerahan Barang akan dilaksanakan ber-
dasarkan jumlah dan waktu pengiriman sebagalmana yang tercantum didalam Purchase Or-
der ("PO") yang akan diterbitkan oleh GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu
Perjanjian ini;

2. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:
a.  GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan ADIPURA

b.  GARUDA berhak untuk menclak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai
dengan spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak/ cacat, Dalam
hal demikian, ADIPURA wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA
dengan Barang yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak
mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;
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PASAL 8
TAMBAH KURANG PEKERJAAN

GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas dari barang dengan harga
satuan yang sama, yang kemudian biayanya akan diperhitungkan dengan perjanjian dalam suatu
berita acara atau amandemen Perjanjian,

Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada ADIPURA
secara tertulis, dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dilanjutkan dengan
penandatanganan suatu berita acara atau amandemen Perjanjian oleh Para Pihak, dari sisi GARUDA
ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat Vice President.

PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN

ADIPURA tidak diperbolehkan mengalibkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.

ADIPURA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian Peketjaan kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis dari GARUDA,

Dalam hal ADIPURA mengafihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan
tertulis GARUDA, maka ADIPURA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima
pengalihan Pekerjaan mempunyai kualiikasi dan ¥alitas minimal sama dengan ADIPURA dan
ADIPURA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan
tersebut, dan ADIPURA membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan, dan/atau
tuntutan yang timbul dari pengz!:"an Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama
dengan pihak ketiga dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, maka ADIPURA dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini
secara sepihak,

PASAL 10
GARANSI KUALITAS

ADIPURA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sudah melalui gual-
ity control dari ADIPURA, dijamin baru (brand new), siap pakai {ready for use), tidak rusak atau cacat
baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan
Para Pihak,

GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan oleh ADIPURA setelah dilakukan pemeriksaan
oleh GARUDA dalam hal 8arang yang dikirim atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan
jumlah serta jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA.

ADIPURA memberikan garansi/jaminan mutu atas hasil Pekerjaan (garansi) selama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal penerimaan Barang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.

Jaminan dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak berfaku bilamana kerusakan tersebut disebabkan oleh
sebab-sebab lain diluar kelalaian dan/atau kesalahan ADIPURA atau orang-orang yang bekeria
untuknya dan atau sebab-sebab lain yang bukan karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan.
ADIPURA berkewajiban untuk memberikan penggantian atas Barang apabila terjadi kerusakan atas
hasil Pekerjaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan ADIPURA atau orang-orang yang
bekerja untuknya atau karena kesalahan kualitas bahan yang digunakan, berdasarkan
pemberitahuan tertufis dari GARUDA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
setelah pemberitahuan disampaikan oleh GARUDA kepada ADIPURA, sepanjang masih dalam
jangka waktu jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

Segala ongkos-ongkes, biaya-biaya serta pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena
penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung jawab
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Bilamana diperiukan, GARUDA akan melaksanakan pemeriksaan Barang di gudang ADIPURA
(inspeksi),

PASAL 11
JAMINAN PELAKSANAAN

ADIPURA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada GARUDA pada saat penandatanaanan

Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan serta menjadi hak GARUDA dalam hal:

a) ADIPURA mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian ini;

b) ADIPURA dinyatakan lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini baik sebagian
maupun keseluruhan;

¢) ADIPURA dikenakan sanksi denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian
ini;

d) ADIPURA melanggar ketentuan atau dinyatakan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian
ini,

Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk chegue giro maupun cheque cash mutlak tidak berlaku.

Jaminan Pelak: - >3an harus memuat pernyataan Pank bahwa Bank melepaskan haknya berdasarkan

Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,

Berkaitan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini maka

ADIPURA dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada GARUDA untuk melakukan pencairan

Jaminan Pelaksanaan, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dan dengan tanpa harus adanya

persetujuan terlebih dahulu dari ADIPURA.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini berlaku sefama jangka waktu Perjanjlan ini

dan juga tidak akan berakhir bilamana terjadi peristiwa apapun, dan ADIPURA dengan ini pula

mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia,

Dalam hal terjadi pembaharuan atau perpanjangan jaminan pelaksanaan yang diberikan dalam

bentuk Bank Garansi, maka ADIPURA wajib segera menggant! dengan Bank Garansi yang baru tanpa

adanya masa jeda.

Jaminan Pelaksanaan dan surat pernyataan Pencairan Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan setelah

dinyatakan sebagai pemenang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan

Pemenang,

Jaminan Pelaksanaan akan berakhir dan dikembalikan kepada ADIPURA setelah berakhirnya

Perjanjian ini dan seluruh kewafiban ADIPURA sebagaimana diatur dalam Perjanjlan diselesaikan

yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan secara keseluruhan (Final Acceptance),

kecuali dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

PASAL 12
INFORMASI RAHASIA

Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk
namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan
kegiatan usaha, produk-produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas
kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian
ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut “Informasi Rahasla”, yang diberikan oleh
Pihak pemberi Informasi Rahasia ("Pemberl Informas) Rahasia”) kepada Pihak penerima Informasi
Rahasia (“Penerima informasi Rahasia™). Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju
bahwa;

a. Informasi Rahasia hanya boieh dipergunakan oleh Penerima Informasi Rahasia khusus dan

hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
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Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis

sebelumnya dari Pihak Pemberi informasi Rahasia;

Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak

tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri den Informasi Rahasia fainnya;

Akses atas Informasi Rahasia hanya berfaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak

yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya; dan

Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam

wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas

Pemerintah atau badan pengatur; atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan

perundang-undangan,

Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada
pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak
diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirmya Perjanjian ini.
Apabila Pihak Penerima informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak
Pemberi Informasi Rahasia atay Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum, baik
kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.

Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang
berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses
pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjan j
diperbolehkan oeh hukum dan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur pada ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu
Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali
apak’s Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa
mendatang.

Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:

a. yang pada saat pengungkapannya telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian
menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;

b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia
dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak
mendapatkan informasi tersebut dari Pthak Pemberi Informasi Rahasia;

¢. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh undang-undang atau oleh pengadilan atau oleh
pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak
Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya,

Apabila ADIPURA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka ADIPURA dianggap lalai terhadap
Perjanjian ini dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukem
kepada ADIPURA.

PASAL 13
PEMBEBASAN

ADIPURA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh
pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian,
kehilangan, kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari
ADIPURA, direksi maupun pegawai ADIPURA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan
karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan ADIPURA sehubungan dengan pelaksanaan
Parjanjian ini.

GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi ADIPURA, baik direksi, maupun seluruh
pegawai ADIPURA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian,
kehilangan, kerusakan dan lain-fain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari
GARUDA, direksi maupun pegawai GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan
karena kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini,
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PASAL 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

ADIPURA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan yang diserahkan
oleh ADIPURA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas kekayaan intelektual
termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan ADIPURA akan menanggung semua biaya-
biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim atau tuntutan
yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan,

ADIPURA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan
petnah melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas
pada paten, merek dagang atau hak cipta dan ADIPURA akan menjamin dan melindungi GARUDA,
baik Direksi maupun pegawasi GARUDA dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian,
dan/atau segala biaya {termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya
pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh ADIPURA. Dalam hal terdapat
tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan/atau intelektual, maka
GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan
terlebih dahuly.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

Hal-hal yang dapat dianggap sebagai force majeure dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun
“"Jak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase,
kebakaran, cyber-attack, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan
pelaksanaan Pekerjaan ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada
di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Plhak atau Para Pihak tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (“Force Majeure").

Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu
akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianagap Force Majeure.

Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan
secara resmi dan tertulls kepada Plhak lainhya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak
tetjadinya Force Majeure.

Apabila dalam waktu 7 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan
dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah
disetujui,

Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang
terkena Fforce Mafeure dan kelanjutan pelaksanaan Pefjanjian ini, termasuk kemungkinan
pengakhiran Perjanjian apabila Force Majetre berlangsung secara berkepanjangan.

Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib untuk melaksanakan kembali berbagai
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Force Mgjeure tersebut
dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

Para Pihak sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari
kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,
maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian inl.

PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Petjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
Perselisihan yang tirnbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya
perselisihan,
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Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan
tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1.

Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan
hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya
yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk
menjalankan usaha yang sedang difalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar
untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran
tersebut dipersyaratkan,

Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-
masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak.
Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua
persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak
dan/atay peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan
n-2laks nakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian
ini adalah perwakilan yang memiliki wewenan j u “uk menandatangani Perjan”an ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing
Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini.

Tidak ada rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan
hukum yang berlaku telah diajukan oleh pihak ketiga lainnya terhadap masing-masing Pihak,
Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak
akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berfaku, termasuk namun tidak
terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang larangan tindak pidana korupsi serta
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PASAL 18
KELALAIAN

ADIPURA dinyatakan {alai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:

1.

2.

3.

ADIPURA tidak dapat menyerahkan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, dan
lingkup Pekerjaan yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
ADIPURA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, profesionalisme dan
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

ADIPURA mengalihkan sebagian maupun seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Petjanjian ini;

ADIPURA tidak memenuhi ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 Perjanjian ini;

Pernyataan dan jaminan yang diberikan ADIPURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian
ini tidak benar;

ADIPURA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanijian ini;
ADIPURA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
DENDA

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan ADIPURA terjadi kelalaian, ketertambatan atau
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja yang telah disetujui GARUDA
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maupun tidak sesuai dengan Perjanjian yang mengakibatkan GARUDA dikenakan denda oleh
Kementrian Agama Republik indonesia, maka ADIPURA wajib untuk menanggung sefuruh denda yang
menjadi beban GARUDA akibat kesalahan dan/atau kelalsian ADIPURA tersebut,

1.

PASAL 20
PENGGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

ADIPURA wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam
negeri dalam mefaksanakan Pekerjaan.

ADIPURA wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 40% {empat puluh persen) dari total nilai
Perjanjian ini.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada
capaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak
mengenakan sanksi sebagai berikut kepada ADIPURA:

A. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumiah pembayaran yang menjadi kewajiban
GARUDA kepada ADIPURA, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 Pasal ini, atau maksimum 15% (lima belas persen) dari total nilai Perjanjian, sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan ADIPURA sebagai pefaksana Pekerjaan yang
ditunjuk, (i)  ADIPURA  dimasukan  dalam  daftar  hitam  perusahaan
rekanan GARUDA: dan/atau (iif) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau
pidana kepada ADIPURA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

PASAL 21
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Selain karena berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, GARUDA
setiap saat berhak memutuskan Perjznjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahuly
dalam hal:

a. ADIPURA dinyatakan lalal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini;

b. ADIPURA dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang,

Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak setiap saat dapat memutuskan
Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 {tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak
lainnya. Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun
kepada Pihak lainnya dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.

Untuk pemutusan PetJanjlan ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini,
atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Perjanjian ini, maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesalkan pada
saat pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masth tetap berlangsung dan tunduk
pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan
kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 22
KETENTUAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

ADIPURA wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berfaku dan mengikat
masing-masing Pihak terkait dengan perindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Per-
janjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang
Republik indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait
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fainnya yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan
Umum Perlindungan Data (The General Data Protection Regulation atau "GDPR”), yaitu:

a) kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan arman
dan dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanman yang wajar untuk
melindungi data pribadi;

b)  kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Petjanjian ini hanya
untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat
dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;

¢)  kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan
data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

d) kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari GARUDA dan/atau pemilik
data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan
dipergunakan untuk tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;

e} kewajiban melaporkan kepada GARUDA apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau
dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.

ADIPURA wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data
pribadi yang terdapat dan disimpan dalam databasenya selama jangka waktu Perjanjian ini, dalam
waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian dengan
GARUDA habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerjasama untuk
jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama Para Pihak
mengenai batas waktu penghapusan data pribadi serta keputusan yang diatur oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

ADIPURA wajib dan bersedia untuk melaporkan kepada GARUDA dalam waktu paling lambat 72
{tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat
dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar daripada
persetujuan GARUDA dan/atau pemilik data pribadi,

Dalam hal ketentuan ayat 1, 2 dan/atau 3 Pasal ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh
ADIPURA, maka GARUDA wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat
yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalarm bentuk
apapun yang mungkin diajukan terhadap GARUDA oleh pihak manapun atas pelanggaran
penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

PASAL 23
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa;

i

Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan
perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan
anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;

Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
implementasi Perjanjian ini;

Dalam hal salah satu Pihak melanggar keterituan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak
yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan
Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terdebih dahulu, dan Pihak yang
melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak
lainnya.
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PASAL 24
LOGO GARUDA INDONESIA

ADIPURA tidak berhak mengubah model Barang termasuk logo Garuda Indonesia tanpa
persetujuan tertulis GARUDA,

ADIPURA dilarang memperbanyak dan menjual Barang sejenis yang berlogo Garuda Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selain kepada GARUDA.

Apabila Barang sejenis sebagalmana dimaksud dalam Perjanjian ini beredar di pasaran secara ilegal,
tanpa hak dan melawan hukum, maka GARUDA berhak menuntut ADIPURA ke Pengadilan.
Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal Ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab ADIPURA, termasuk biaya pengacara.

PASAL 25
LAIN = LAIN

Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini
merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak,

Satiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan didalam Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau email kepada masing-
masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk
up s
Jabatan \
Alamat 1
Telepon H
Emaif 1

PT ADIPURA MANDIR] INDOTAMA
up :
Jabatan
Alamat

Telepon
Email

. Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya ke alamat
tersebut diatas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diterima pada hari ketja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim
melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat; atau

b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang
dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh
pengirim; atau

¢. Diterima pada hati yang sama, apabila dikirimkan melalui email;

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan

badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian

menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau

bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan

yang sah, berlaku, mengikat dan dapat diiaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan

ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.

Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, siginifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya

Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal,

atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan

pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal
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tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut
dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara
bukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan
diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk
amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat
dalam rangkap 2 {dua} asli, bermeterai cukup dan masing — masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA

i
-
PR

2024 Tanggal: 16 &?F}L 20
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tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut
dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperboiehkan secara
hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

6. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahannya akan
diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk
amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal sebagaimana tercantum di bawah ini, dibuat
dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing -~ masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama,

PT GARUDA INDONESIA (PERSERQ) Thk PT ADIPURA MANDIRI INDOTAMA

Tanggal: 8 Mei 2024

2400237
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LAMPIRAN |
PERJANJIAN PENGADAAN TAS DAN KOPER HAN
NOMOR: IG/PERJ/DN-3036/2024

SPESIFIKASI TAS KOPER BESAR, TAS TENTENGAN DAN TAS PASPOR
A. Tas Koper Besar 26 " (menggunakan Trolley)

» Spesifikasi Koper 267

™ FPESIFIEAS] KIPER FIER 25 CHE
i, s HAR

o ‘ MATERIAL ICASE ABS YA KUAT
PR = N TiDak 4UDA) PECAH
- = YRURAN < 26 INChi
\ TIPE ADIDA + ROD 4, 360" TDAL MUDAH PATAN
) ] DIMES £ 43016405 770
( K | SATOANDRENS:  MELIbAETER ‘

’ | DETIL PRODUK
| { BAMAN

| AR
TROLEY + ALUMINIOM TIRRAK MUDAH PRTA
AL . BAGIAN DALAM  : KARET DAN RETMLETHSS

L) ‘H‘ MIATERLL
\ A, §HEEL PLATIC ABS
‘ \ B TWPLRMOMORR ‘
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1]

o

£ KAIN MISK

1 [47 D, KAM POVESTER
B / o BARY ) \
i _ o . 5:"‘"”"‘16 " |3 #';’i’e‘?‘:ammm HANDEL
a4 3. COMPARY HAME DAN LOGO DARI PUAT FLASTHL,
... . M |
TRABPAR PN THRMA iy 5 RNGG
6. BLKCRLL -
Material : Hardcase ABS yang kuat , tidak mudah pecah
Ukuran tas koper : 26 INCHI
Tipe Roda : Roda 4, 360 tidak mudah patah
Dimensi : Panjang x tinggi x lebar = 430 x640 x 270 mm.
Berbentuk kotak persegi panjang keatas
Wama Koper: : Warna dasar koper luar adalah HITAM (point A)

Molding bagian atas datar untuk meletakkan logo dan stiker identitas
koper {sesuai foto)

Kancing Penutup (Retsluiting)
Kancing penutup (resluiting) "Zipper No.8 (point B) dua arah dengan dua jahitan.
List penutup bahan karet dan plastic PP

Bagian Depan Tas

Bagian depan tas terdapat Emblem (plat plastic bukan stiker) Bendera merah putih (ukuran 8x4 cm)
dengan tulisan Haji 2024 dan Emblem Logo Garuda Indonesia , jarak pada setiap sisi kiri/kanan dari
bisband adalah 5 cm dan 8 cm dari atas sisi koper

Bagian bawah stiker Vynil warna putih terdapat tulisan Haji 2024 di atas tertulls identitas pemifik
koper dengan yang jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu:

Nama .

No. Paspor e

No. Kloter .

Embarkasi e

No. Regu / Romb £
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Kekuatan Beban Tas
Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 30 kg.

Tata Cara Pengujian Tas Koper Haljl

Koper diisi dengan beban sebesar 30 kg, kemudian Tas Koper Haji dijatuhkan dari ketinggian
sekitas 1-2 meter untuk menguji tingkat ketahanan bentuk, retsleting, handle koper. Pengujian
dapat didokumentasikan serta di serahkan hasilnya kepada Garuda Indonesia berupa video dan
gambar.
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Bagian Dalam Koper

Elastic Band (tali pengikat dalam koper)

Ukuran tali pengikat dalam koper (elastic band), lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic
band diberi pengunci (buckle} bahan plastic PP

Kantong Dalam

Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas {bahan kain
Mesh} dengan ketinggian 8 cm dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 cm, dilengkapi
dengan pengikat bisband dan perekat dari "Veicro” (male & female)
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Alas Koper
Bahan Kain Polyster (point E)
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Pegangan Koper (Handie) : Bahan handie terbuat dari plastik PP
Handle Trolley :
Panjang maksimal 400 mm,, lebar handle 17 mm, Panjang 165 mm
TypeTelescopic Trolley Handle dengan bahan iron meta!
- L
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° I H FARASG MAKEIMAL ; 41K . :
| 1 ' f FAAREIMAL S ‘
O
"V*\‘V{ ‘} 1!-‘ ¥ 141 1
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Sarung Cover :
Bahan Velco 20 mm (katun) dengan ukuran tinggi 880 mm, panjang 660 mm,
lebar 290 mm {point A).

Warna dasar Sarung Cover MERAH & PUTIH (sesuai gambar)
Bawah Sarung pakai Pita Elastic 25 mm (point B)

Lubang Handle samping 150 mm (point )

tubang Handle atas 150 mm (point D)

+ Speaiflknsl Sarung Koper 36
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Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / GARUDA. Bagian depan luar koper
pada bagian atas,

= berlogo kementerian Agama (sebelah kiri}
= dan fogo GARUDA (sebelah kanan)

Garzle oomesss {13
dengan ukuran 8 X4 cm. Letak & posisi 8 cm dari sisi atas cover {seperti gamban), ditengah Bendera
Merah Putih.

Bagian bawah ada sablon warna putih terdapat tulisan Haji 2024 (seperti gambar) di atas tertulis
identitas pemilik koper dengan yang Jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu;

= Nama -

= No. Paspor T e

= No.Kloter :

= Embarkasi e

» No. Regu / Romb 8 e

Bagian belakang sarung cover ada logo Garuda Indanesia dengan ukuran :

Q

| Garuda mdonesia i«

Label Bagasi

Untuk membedakan bagasi milik jamaah menurut daerah, diberikan label yang cukup besar
dengan warna berbeda untuk setiap embarkasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama. Warna label untuk masing-masing embarkasi yaitu:

Embarkasi Jakarta (JKG) berwarna Biru Tua
Embarkasi Solo (SOC) berwarna Kheki
Embarkasi Balikpapan(BPN) berwarna Merah Muda
Embarkasi Banjarmasin {BDJ) berwarna Biru Tosca
Embarkasi Lombok (LOP} berwarna orange
T&b BAGAY 26
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Mame Tag Koper 8x18cm

Design 02

e

Spesifikasi name tag koper:

= Plastik fiber 1,5mm berwarna
* Sablon di depan dan di belakang {2muka)

= Cable ties

JKT

Larutta Indonesig

Tas Koper Kecil Jinjing 18" / Tas Tentengan {Menggunakan Trolley)

+ Spesifikasi Koper 187
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Material . Hardcase ABS yang kuat , tidak mudah pecah
Ukuran tas koper D18 INCHI

Tipe Roda : Roda 4, 360 tidak mudah patah

Dimensi : Panjang x tinggi x lebar = 320 x430 x 220 mm,
Berbentuk kotsk persegi panjang keatas

Warna Koper: Warna dasar koper luar adalah HITAM {point A)

Malding bagian atas datar untuk meletakkan logo dan stiker identitas
koper {sesuai foto)

Kancing Penutup (Retsluiting)
Kancing penutup (resluiting) "Zipper No.8 (point B} dua arah dengan dua jahitan.
List penutup bahan karet dan plastic PP

Bagian Depan Tas (Stiker Vynil)

Bagian depan tas terdapat Emblem bendera merah putih (ukuran 8x4 ¢m) dengan tulisan Haji
2023 dan Emblem Logo Garuda indonesia, jarak pada setiap sisi kirifkanan dari bisband adalah 5 cm
dan 8 cm dari atas sisi koper

Bagian bawah stiker Viynil wamna putih terdapat tulisan Haji 2024 di atas tertulis identitas pemilik
koper dengan yang jelas dan tajam dengan warna tulisan hitam, yaitu;

Nama .

No. Paspor & o
No. Kloter $ e
Ernbarkasi :

No. Regu / Romb

Kekuatan Beban Tas
Kekuatan maksimal untuk beban adalah sebesar 12 kg.

Tata Cara Pengujian Tas Koper Haji

Koper diisi dengan beban sebesar 12 kg, kemudian Tas Koper Haji dijatuhkan dari ketinggian
sekitas 1-2 meter untuk menguji tingkat ketahanan bentuk, retsleting, handle koper. Pengujian
dapat didokumentasikan serta di serahkan hasilnya kepada Garuda Indonesia berupa video dan
gambar.
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Bagian Dalam Koper

Elastic Band (tali pengikat dalam koper)

Ukuran tali pengikat dalam koper (slastic band), lebar 1,5 cm panjang tali disesuaikan. Elastic
band diberi pengunci (buckle) bahan plastic PP

Kantong Dalam

Pada bagian dalam tas terdapat kantong yang menempel pada samping bagian atas (bahan kain
Lining Polyster ) dengan ketinggian 8 ¢m dari sisi atas dan pada bibir kantong dilapisi list 4 ¢cm,
dilengkapi dengan pengikat bisband dan perekat dari "Velcro” (male & famale)

Alas Koper
Bahan Kain Polyster
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Handle Trolley

Panjang maksimal 400 mm,, lebar handle 17 mm, Panjang 165 mm
TypeTelescopic Trolley Handle dengan bahan iron metal

Pagangan Koper (Handle)
Bahan handle terbuat dari plastik PP
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Sarung Cover :
= Bahan Velcro 20 mm (katun) dengan ukuran tinggi 570 mm, panjang 480 mm, lebar 240
mm (point A),
= Warna dasar Sarung Cover MERAH & PUTIH (sesuai gambar)
= Batas bawah diberi Pita Elastic 25 mm (point B)
= Lubang Handle samping 150 mm {point <)
* Lubang Handle atas 150 mm (point D}

Spesifikasi Tas Kabin 18 nchi

156 sun
SPESIFIKAS SARUNG KOPER 1R ANCHI

A VELL RGO 20 M ILIMETER

B, PITA ELASTIC 25 MIIMETER

€. LURANG ATAS

b, LUBANG PINGGIR

p ERHAN TIDAK LICIM UNTUK MENGHIDAR] UDAH JATUH
WARNA KA W ERAH PUTH
TAMPAR DEPRH MEMUAT:
1. PDIOKKIR) LOGE KEMENAG
2. {EMGAH BEROERA MERAH FLITIH
150 mm 3 PUOICK KAk LOGO MASKARAI
4 IDENT] YAS JEMAAH [HAMA, NOMON PASPOR, EMSAREAS],
570 mm KLOTER, ROMB ONGAN
TAMPAK BELAKANG
LONGE MASK APAI YANG MUDAH DRMAT AN DIKEMALS

o e —— e i—— g

- ]
430 men A

Logo Kementerian Agama dan Logo Perusahaan Penerbangan / GARUDA. Bagian depan luar
koper pada bagian atas,

» berlogo kementerian Agama (sebefah kiri)
= dan logo GARUDA (sebelah kanan) %

anda Indoresi {25 )
dengan ukuran B X4 cm, Letak & posisi 8 cm dari sisi atas cover (seperti gambar), ditengah

Bendera Merah Putih

TAS KABIN 18"

b ¥ ¥ ¥
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Bagian belakang sarung cover ada loge Garuda indonesia dengan ukuran :

Koper18inch ; 283 mmx 120mm
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TAS PASPOR TASPASPOR .- (1

7

5] 3

. ) LETERANGAN GAMBAN

! i 4
KETERARGAN GAMEAR T ] R P
A AIN DOSIER 1683 © i ; : Wk
&, IPPER REVERSIBLE NO. 5 3 G 0. LG TORIN
£ WEBBING 3B WM (PANIANG 1180 MM) \ “ . BUSA POLYROAM 3 MM
[ LINING TORIN \ 1 TRAGHAM DAM)
£ GUSA POLYFCIAN 3 MM 2 H T
TBALRAN DALAM} 1 | 1. HNE LA RIKE: 33 MM

1 2. KANTONG SAMPING IANNG

L NG JALAN MSKEL 0 MM ' J inmn:m&mmm:mm
2. KANTONG SAMPING LARING Vo i FLASTH
B, SLOVID GARD & PASPOR 265 Ml X ZAS NIA L : S JINGKOTAK SkEL 58 it
A PLASTIC WA ! Tt
5. B KORAK RIKEL 3% MM ! b

8. ELASTIC 3B MM [PANLANG M M) @
7. BUCKLE ACETAL 35 MM h
B, VELCRD 20 M §

=

5 { KETERANGAN SARMAR

ie (- J ‘ @ A WAIN SHHIER 1842 D
. = == 8. HIPPER REVERSIBLE MO, 5
200 C, WHBRIEIG X8 MM {PABUANG 1290 IAM]
B, LINFIA TORm
124 . TEUEEA POLYROAM £ 248
(BAGIAN ALAM)

L, G AN IRINEL 3 WA
3 RARTONG SAMPING JARING
| - 2. SOV 4 CARD & PASPOR 265 MM X 143 WA
15 !—J‘— 4. PLASTIK MYEA
5. I KOTAR MIKEL 38 MM
. ELASTIC 38 M (PRMSANG 670 M)

T8 . BUCKLE ACKTAL 28 VM
& VELCRO 209 MM

TAMPAK KIRH
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Material : Softcase - Kain Dinier 1682 D
Dimensi : panjang Xtingyi x lebar = 268 x200 % 105 mm
Warna Tas 1 Warna dasar tas adalah HITAM (point A)

Baglan Belakang Tas:

Pada bagian belakang tas terdapat kantong {(saku) dengan penutup retsluiting panjang 220 mm
(bahan zipper reversible no.5). Terdapat tal Elastic 38 MM (Panjang 670 MM} dengan Buckle
Acetal 33 MM

Bagian Depan Tas

Bagian depan tas ada 2 saku serta penganclng dari Zipper reversible no.5 lebar 220 mm (point
3), Saku kiri untuk tempat passport dan dokumen ukuran Panjang zipper 220 mm, Saku kanan
untuk identitas Haji. Ukuran 265 MM x 145 MM

Dibawah ada saku untuk tempat alas kaki/sandal ukuran Panjang x lebar ; 265 x 105 mm .

Bagian depan tas sebelah kanan terdapat
Emboss bendera merah putih (ukuran 8x4
cm) di bawah bendera terdapat tulisan Haji
2024 dan sebelah kiri Emboss logo dan
tulisan "Kementerian Agama" dan ditengah
logo perusahaan GARUDA INDONESIA,

Bisband Bahu (Tali Bahu)

Lebar tali bahu Webbing 33 mm, panjang
1200 mm, dan dilengkapi "Ring Kotak Nike!
38 MM" {pemendek dan pemanjang bahu)
dengan wama dasar "Hitam”

Identitas card
Ukuran tinggi x febar 11 x 13 cm
Material : Art Paper 210 gsm

Nama 1
No. Paspor 2 Feenereres
Embarkasi/Kloter L e
Rombongan 2 S

LOGO Hajl s
MASKAPAI 2024
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Thank you card ukuran 15 x 10 cm

Dari jutaan orang di bumi ini, berbahagialah karena menjadi bagian dari orang-orang terpilih yang
beruntung untuk memenuhi panggilan Allah swt.

Selamat menunaikan ibadah haji, jangan lupa untuk selalu terhidrasi agar semua tahapan terjalani
dengan maksimal. Semoga Allah senantiasa menganugerahi haji yarng mabrur dan selalu mendapatkan
limpahan rahmat dari-Nya.

Material : Art paper 310 gsm

Thank You Card 15x10cm
Text thank you card:
Dard jutean oceng 4f buwi int, berbabagiatad

kvrona menjadi bagilan darf oremy-oruig
terpilih yany b tung uxtnl h

E aiicnm ib tiafh, Inog
lupe patuk selala terhidrast agar semuy
M e T ST FilraIry

Samoga Alak 4 gerahi
haji yreg mabror den sshile mwendupatian
i L » ey

¥ L

Box Kardus

Material Double wall K125/M125x4
Sablon 1 warna

Ukuran dus 75 x 48 x30 cm
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Daftar PIC & Alamat Kantor Pengiriman Koper Jamaah
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1 |BANTEN

6 |LAMPUNG

DK JAKARTAR

7 [IAWA TENGAH

8 |DIL YOGYAKARTA

9 |KALIMAMNTAN SELATAN

10 [KALIMANTAN TENGAH

11 [KALIMANTAN TIMUR

12 |SULAWES) TENGAH

13 [SULAWESI UTARA

4 |KALIMANTAN UTARA

21 |PAPUA BARAT

22 lNUSA TENGGARA BARAT

0 0

U
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PERJANJIAN
PENGADAAN JAKET PENERBANG
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk
DENGAN
PT. BIMA ASA POJITAMA

NOMOR GARUDA: IG/PERI/DO-3050/2025
NOMOR BIMA:

Perjanjian Pengadaan Jaket Penerbang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini, dibuat dan
ditandatangani oleh dan antara:

L PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 464,
Jakarta Pusat, datam hal inl diwakili oleh TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA, selaku DIREKTUR
OPERASI, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk, selanjutnya disebut “GARUDA”; dan’

li.  PT BIMA ASA PONTAMA, berkedudukan hukum di Kota Tangerang Selatan dan beralamat
kantor di Jl. Jelupang Raya No.88, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal Ini
diwaklli oleh RATNA NIKEN PUSPARINI, selaku DIREKTUR, dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT Bima Asa Pojitama, selanjutnya disebut “BIMA”.

GARUDA dan BIMA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para Pihak” dan secara masmg-
masing disebut “Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa GARUDA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara
untuk penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;

b, Bahwa GARUDA memerlukan pihak lain untuk melakukan pengadaan jaket penerbang yang
memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi teknis barang yang telah ditentukan GARUDA dari
waktu ke waktu;

c. Bahwa BIMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjahitan menyediakan
kebutuhan penerbangan yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan GARUDA dan bersedia serta sanggup memenuhi kebutuhan GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani
Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERIJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai bertkut:

a. Request for Proposal Pengadaan Jaket Penerbang PT Garuda Indonesia {Persero) Thk Tahun
2024 Nomor: RFP/IB-05/11/2024 {"RFP”);

b. Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jaket Penerbang PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk Nomor: BA/N01-01/1B-005/11/2024 tanggal 22 Januari 2025;

C. Surat GARUDA  kepada BIMA perihal Penetapan Pemenang Nomor:
GARUDA/JKTIBP/E/20057/2025 tanggal 25 Maret 2025;

d. Surat BIMA kepada GARUDA perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan Nomor: 0220/BAP/X11/2024 tanggal 30 Desember 2024,
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2. Dasar Perjanjian sebagaimana disebut pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen satu
kesatuan yang berlaku mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dokumen
dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanflan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian int yang akan berlaku dan
mengikat bagi Para Pihak.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

GARUDA setuju menunjuk BIMA sebagaimana BIMA setuju menerima penunjukan dari GARUDA untuk
melaksanakan pekerjaan pengadaan jaket penerbang dengan spesifikasi dan perincian jenis
(“Barang”) sebagaimana tersebut dalam lampiran | Perjanjian ini, selanjutnya disebut “Pekerjaan”.

PASAL 3
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Barang;

a. GARUDA dan BIMA sepakat bahwa setiap penyerahaan Barang akan dilaksanakan berdasarkan
jumlah sebagaimana yang tercantum didi 3m Puchase Order (“PO”) yang akan diterbitkan oleh
GARUDA dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian;

b. Untuk penyerahan Barang melalui PO dilakukan selama jangka waktu Perjanjian ini, BIMA wajib
menjamin kelancaran penyerahan Barang sesuai dengan kebutuhan GARUDA sebagaimana
permintaan yang dituangkan dalam PO dengan delivery time maksimal selama 30 {tiga puluh)
hari kalender setelah PO diterima oleh POJITAMA;

. BIMA bertanggung jawab dan wajib menyerahkan Barang sesuai jadwal yang ditetapkan
berdasarkan PO yang diterbitkan GARUDA sampal di lokasi inventory GARUDA sebagaimana
dimaksud ayat 2 Pasal ini, selanjutnya disebut “Inventory Garuda”.

2. Penyerahan Barang:
Barang harus diserahkan oleh BIMA kepada GARUDA di inventory GARUDA dengan alamat:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Inventory Dept Head / JKTIBS-3
Alamat : Zoodia Business Park
JI. Husein Sastranegara No. 68A, Rawa Bokor, Benda — Tangerang.

3. Pemeriksaan dan penerimaan Barang:

a. Barang yang telah disetujui oleh GARUDA dikemas dalam plastik seaf dan diberikan label
ukuran.

b. GARUDA akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Barang yang diserahkan BIMA
sesuai PO di inventory GARUDA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini;

¢ GARUDA berhak untuk menolak serah terima Barang apabila Barang tersebut tidak sesuai
dengan spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dan/atau terdapat rusak, cacat sehingga
Barang tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, BIMA wajib untuk mengganti seluruh
Barang yang ditolak GARUDA dimaksud dengan Barang baru yang memiliki spesifikasi yang
telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan jadwal dan akibat-akibat yang
timbul berdasarkan Perjanjian ini;

d. Serah terima Barang akan dilakukan setetah dilaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh
hasil Pekerjaan dan hasilnya akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima {("BAST”) yang
ditandatangani oteh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.

4, Bila terdapat perubahan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan
dan telah disetujui oleh Para Pihak, BIMA harus dapat menghasilkan Barang sesuai dengan
perubahan spesifikas teknis dan ketentuan-ketentuan tersebut.
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PASAL4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian
ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PASALS
HARGA

1. GARUDA akan membayarkan harga Barang per satuan Barang sebesar Rp255.000,00 {dua ratus
tima puiuh lima ribu Rupiah) (“Harga Barang”).

2. Harga Barang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini belum termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (“PPN”) namun sudah termasuk harga franco gudang GARUDA serta biaya-biaya lainnya
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3.  Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah harga satuan tetap, tidak
berubah selama periode Perjanjian dan tanpa minimum volume Barang yang diperjanjikan.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

i Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini akan dibayarkan
GARUDA kepada BIMA dengan ketentuan sebagat berikut:

a. BIMA telah menyerahkan Barang yang diterima dan diperiksa oleh pihak yang berwenang
dari GARUDA;

b. BIMA menyelesaikan sefuruh Pekerjaan dengan hasil baik, sesuai dengan spesifikasi Barang
dan PO yang telah disetujui oleh GARUDA dan dibuktikan dalam BAST”} yang ditandatangani
secara lengkap oleh perwakilan yang sah dari Para Pihak.. .

2. Pembayaran akan dilakukan GARUDA kepada BIMA selambat-lambatnya 90 {sembilan puluh}
hari kalender setelah tagihan/invoice dari BIMA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
secara lengkap diterima dan disetujui oleh GARUDA.

3. Tagihan/invoice dan dokumen pendukung lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal in}
terdiri darl :

a. Invoice atau tagihan;

b. Kuitansi bermeterai cukup;

c. PO asli;

d. Salinan Perjanjian ini;

e. BAST yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang sah dari Para Pibak..

4. Semua pembayaran yang dilakukan oleh GARUDA dilaksanakan melalui transfer bank ke
rekening BIMA dengan rinclan sebagai berikut:

Nama Bank : BANK MANDIRI
Nomor Rekening  : 1640001153891
Alamat : Mandiri Cabang ITC BSD Serpong Tangerang Selatan.
Atas Nama : PT. Bima Asa Pojitama
PASAL 7
PAJAK DAN BEA METERAI

1. Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, seluruh pajak dan bea meterai serta biaya-
biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab
BIMA sepenuhnya.

2. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan (“PPh”) serta pajak lainnya yang timbul dari
tagihan BIMA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 8
GARANSI KUALITAS

BIMA menjamin bahwa Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sudah melalui
quality control dari BIMA, dijamin bagus, aman, siap pakai {ready for use}, tidak rusak atau cacat
baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan GARUDA,

GARUDA berhak menolak Barang yang diserahkan oleh BIMA setelah dilakukan pemeriksaan
oleh GARUDA dalam hal Barang yang dikirim atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi
dan jumlah serta jaminan kualitas yang telah ditetapkan GARUDA. Dalam hal demikian, BIMA
wajib untuk mengganti seluruh Barang yang ditolak GARUDA dimaksud dengan Barang baru
yang memiliki spesifikasi yang telah ditentukan GARUDA dengan tidak mengesampingkan
jadwal dan akibat-akibat yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

BIMA memberikan garansi kerusakan Barang (termasuk cacat produksi) selama jangka waktu
Perjanjian ini, terhitung sejak Barang diterima dan disetujui oleh GARUDA.

Segala biaya serta pengeluaran lain yang timbul karena penggantian sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 Pasal ini adalah kewajiban atau tanggung-jawab BIMA.

Bilamana diperlukan, GARUDA akan mefaksanakan pemeriksaan Barang di gudang BIMA
(inspeksi).

PASAL9
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kuantitas, spesifikasi, dan kualitas dari
Barang dengan harga satuan yang sama tanpa jumlah minimum pembelian Barang.

Perubahan spesifikasi dan kualitas Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan
disampaikan GARUDA kepada BIMA secara tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan
tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan amendemen atas Perjanjian oleh Para
Pihak.

Khusus terkait perubahan kuantitas Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan
disampaikan dalam PO yang diterbitkan oleh GARUDA selama jangka waktu Perjanjian
sebagaimana BIMA menyanggupi perubahan kuantitas Barang tersebut sesuai dengan Surat
Pernyataan Kesanggupan.

PASAL 10
PERALIHAN HAK MILIK DAN RISIKO

GARUDA dan BIMA sepakat bahwa hak milik dan risiko atas hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, beralih kepada GARUDA sejak penerimaan hasil Pekerjaan yang
didokumentasikan dengan BAST yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-
masing Pihak,

Sebelum BAST ditandatangani oleh GARUDA, GARUDA berhak melakukan pemeriksaan secara
menyeluruh terhadap Barang. Bila terdapat kekurangan, kerusakan, dan ketidaksempurnaan
Barang, maka BIMA wajib mengganti dengan Barang yang baru dengan spesifikasi dan kualitas
yang minimal sama, tanpa membebankan biaya tambahan apapun kepada GARUDA.

Bila terbukti di kemudian hari terjadi kelalaian dari BIMA yang menyebabkan adanya kesalahan
data/informasi yang dicantumkan oleh BIMA dalam BAST yang menyebabkan kerugian bagi
GARUDA dan/atau pihak ketiga, maka BIMA akan bertanggung jawab dan mengganti segala
kerugian yang diderita GARUDA akibat perbuatan tersebut termasuk biaya pengacara dan juga
proses hukum yang terkait.



PASAL 11
PENGALIHAN PEKERJAAN

BIMA tidak diperkenankan untuk mengalikan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud
Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

BIMA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerfaan sebagaimana dimaksud
Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GARUDA.

Dalam hal BIMA mengalibkan sebagian Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, kepada pihak ketiga
dengan persetujuan tertulis dari GARUDA, maka BIMA wajib menanggung seluruh biaya yang
timbul akibat pengalihan Pekerjaan tersebut, dan tidak ada kenaikan Harga Barang yang akan
dibebankan kepada GARUDA.

Dalam hal terjadi pengalihan sebagian Peketjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini,
BIMA wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan Pekerjaan
mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal setara dengan 8IMA dan BIMA bertanggung jawab
sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pengalihan tersebut serta tanggung jawab atas
hasil Pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga dimaksud.

Apabila terjadi pengalihan selurubh Pekerjaan atau sebagian Pekerjaan tanpa persetujuan
tertulis GARUDA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, maka BIMA
dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian Ini dan Pekerjaan dialihkan
kepada pihak lain dengan beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh BIMA.

Dalam hal dalam Perjanjian antara GARUDA dan BIMA berakhir, maka perjanjian BIMA dengan
pihak ketiga penerima pengalihan berdasarkan Pasal ini juga dinyatakan berakhir.

PASAL 12
SANKSI / DENDA

Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BIMA terjadi kelalaian, keterlambatan atau
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan
memberikan peringatan tertulis kepada BIMA setelah kelalaian BIMA terbukti dan akan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Apabila peringatan tertulis dari GARUDA kepada BIMA telah mencapai 3 {tiga) kali dan masing-
masing peringatan memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan
denda sebesar 1% (satu per mil) dari nilai total Harga Barang yang dibayarkan oleh GARUDA
kepada BIMA untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen)
dari total Harga Barang.

Pembayaran atas denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan dengan jalan
memotong biaya yang menjadi kewajiban GARUDA berdasarkan tagihan/invoice yang disepakati
Para Pihak.

PASAL 13
KELALAIAN

BIMA dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian inl dalam hal:

2.

b.

BIMA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi serta ketentuan
yang telah disepakati oleh Para Pihak;

BIMA mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini;

BIMA dikenakan denda maksimum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini;
Pernyataan dan jaminan yang diberikan BIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian
ini tidak benar;

BIMA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam
Perjanjian ini,
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PASAL 14
PEMBEBASAN

BIMA setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai
GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan,
kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BIMA, direksi
maupun pegawai BIMA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesatahan,
dan/atau tindakan BIMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

1. Hal-halyang dapat dianggap sebagai force majeure dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun
tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase,
kebakaran, cyber attack, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan
pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena
berada di luar kemampuan atau kendalt Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak
tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian inl {(“Force Majeure”).

2. Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu
akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.

3.  Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan
secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak
terjadinya Force Majeure.

4.  Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan
dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah
disetujui.

5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang
terkena Force Majeure dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

6.  Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib untuk melaksanakan kembali berbagai
kewajlbannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Force Majeure tersebut
dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

7. Para Pihak sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 {enam puluh) hari
kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian
ini, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 16
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1 Selain yang disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan

Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dalam hal:

a. BIMA dinyatakan lalai sesuai Pasal 13 Perjanjian ini; dan/atau

b. BIMA dikenakan denda maksimum sesuai Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini; dan/atau

¢. BIMA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lain atau melanggar ketentuan-ketentuan
lain yang diatur dalam Perjanjian ini; dan/atau

d. BIMA dinyatakan pailit.

2. Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan
Perjanjian inl dengan pemberitahuan tertulis 14 {empat belas) hari kalender sebelumnya
kepada BIMA. BIMA dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada
GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut.

3. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Dalam hal terjadi permutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau
dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanfian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian
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ini, maka segala kewajiban Para Pthak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat
pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-
kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 17 _
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELIHAN

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 {tiga puluh)
hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya
perselisihan,

Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan
tersebut akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
PERNYATAAN & JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1.

Masing-masing Pihak merupakan sebuzh badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan
hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya
yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk
menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau
terdaftar untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau
pendaftaran tersebut dipersyaratkan.

Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen
pendirian (termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan
yang mengikat masing-masing Pihak.

Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh
semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing
Plhak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berfaku untuk menandatangani dan
melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani
Perjanjian ini adalah perwakilan yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing
Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini.

Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing
Pihak akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 19
INFORMASI RAHASIA

Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk
namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan
kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas
kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanijian
ini {termasuk dokumen Perjanjian ini}, selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”, yang diberikan
oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia (“Pemberi Informasi Rahasia”) kepada Pihak penerima
Informasi Rahasia {“Penerima Informasi Rahasia”).
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Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:

a) Informast Rahasia hanya boieh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus
dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;

b} Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

¢) Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak
tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;

d) Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak
yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;

e} Informasi Rahasia dapat diberikan apabita diminta atau dipersyaratkan oleh pengadiian dalam
wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas
Pemerintah atau badan pengatus, atau apabifa dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada

pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak

diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setetah berakhirnya Perjanjian ini.

Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak

Pemberi Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik

kepada Pihak lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.

Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang

berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses

pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 {tujuh) hari kerja, sepanjang
diperbolehkan ofeh hukum dan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu

Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali

apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa

mendatang,

Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:

a. vyang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian
menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;

b. vyang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan
Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan
informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

¢. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh
pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak
Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.

Apabila BIMA melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BIMA dianggap lalai terhadap

Perjanjian ini, dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau

melakukan tuntutan hukum kepada BIMA.

PASAL 20
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak wajib mematuhi selurub ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat
masing-masing Pihak terkait dengan pelindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian
ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Repubiik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang
berlaku di indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum
Perlindungan Data (The General Data Protection Regulation atau “"GDPR”), yaitu:
a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman
dan dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk
melindungi data pribadi;
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b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjiar ini hanya
untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh
Para Pihak di Perjanjian ini saja;

c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengotahan data
yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi
terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk
tujuan lain di luar darlpada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;

e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran
dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini,
Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman
seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam database-nya selama jangka waktu
Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh subjek data

pribadi.

Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya

dalam waktu paling tambat 72 (tujub puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran

penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau
penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.

Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh akibat hukum atas

pelanggarannya terhadap ketentuan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimara
dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 21
PENGGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

BIMA wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam

negeri dalam melaksanakan Pekerjaan.

BIMA wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN} minimum sebesar 100% (seratus persen) darl total harga

Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.

BIMA wajib melakukan pengurusan sertifikat TKDN kepada lembaga/badan hukum vyang

berwenang dan menyerahkan kepada GARUDA apabila sertifikat TKDN telah diterbitkan oleh

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara

persentase TKDN dengan Sertifikat TKDN dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah

persentase sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat TKDN.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan tebih rendah daripada

nilaj persentase TKDN sebagaimana dimaksud pada sertifikat TKDN yang tefah diterbitkan oleh

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka GARUDA berhak mengenakan sanksi

sebagai berikut kepada BIMA:

a. Sanksi administratif berupa; {i} pembatalan BIMA sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk;
{ii) BIMA dimasukan dalam daftar hitam perusahaan
rekanan GARUDA; dan/atau (i) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau
pidana kepada BIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban
GARUDA kepada BIMA, sebesar sefisih antara capaian TKDN pelaksanaan dengan—nilai
persentase TKDN sebagaimana dimaksud pada sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau maksimum 15% (lima belas persen} dari
total harga Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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PASAL 22
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan
perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-
korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;

Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaltan dengan
implementasi Perjanjian ini;

Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak
yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan
Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar
ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 23
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIMA secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil
Pekerjaan yang diserahkan oleh BIMA kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas
kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BIMA akan menanggung
semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam hal terdapatnya gugatan, klaim
atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.

BIMA menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan
melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada
paten, merek dagang, atau hak cipta dan BIMA menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direks!
maupun pegawai GARUDA, darl segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/fatau segala
biaya {termasuk biaya hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas
kekayaan intelektual yang dilakukan oleh BIMA. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang
ditujukan karena adanya pelanggaran hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk
secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

PASAL 24
LAIN-LAIN

Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini
merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku diantara Para Pihak.

Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini,

Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahannya
akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam
amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Setiap pemberitahuan atau segala komunikasl lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirim melalui surat tercatat, kurir dan surat elektronik kepada
Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk

Up. Andri Parna Yudha

Cockpit Support Dept Head / IKTOSC

Nomor telepon: 021-2560-171%

Alamat : Gedung Garuda Management Building Lt.2



Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantern 15111
Email :andri.parna@garuda-indonesia.com

PT. BIMA ASA PONIITAMA

Up. Ratna Niken Pusparini

Direktur PT Bima Asa Pojitama

Nomor telepon : 0818080909568

Alamat : Jl. Jelupang Raya No.80 Serpong Utara Tangerang Selatan
Email : bima_asapojitama@yahoo.com

5. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau
alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7
{tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberfakukan. Jika perubahan alamat
tersebut tidak diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku
adalfah alamat diatas atau alamat terkahir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebi zaimana tersebut di bawah ini,
dibuat dalam rangkap 2 {dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyal kekuatan hukum
yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERQ) Thk PT. BIMA ASA POJITAMA

%\‘-

Garuda indonesia
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Nama :TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA f(A Nama :RATNA NIKEN PUSPARINI
Jabatan : DIREKTUROPERASI 25003 14 tabatan : DIREKTUR
Tanggal : 13 Juni 2025 Tanggal: 01 Juti 2020



LAMPIRAN I

PERJANJIAN PENGADAAN JAKET PENERBANG
NOMOR GARUDA: IG/PER}/DO-3050/2025

NOMOR BIMA:

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. lenis kebutuhan dan spesifikasi Barang:

Kebutuhan Jaket Penerbang
Spesifikasi
Bahan ¢ 100% poliester
Komposisi Shell/bagian luar: 100% poliester

Warna :
Model i
Ukuran

Lining/lapisan: 100% poliester
Filling: 100% poliester

Hitam

» Menggunakan kerah kain rib elastis
Penutup depan dengan ritsleting matal warna hitam

+ Terdapat 2 kantong samping dengan kancing jepret di tengah (kiri dan
kanan)

¢ Mempunyai kantong pada bagian lengan kiri sebagai tempat pulpen dan
menggunakan ritsleting metal warna hitam

¢ Terdapat karet di lingkar lengan

» Terdapat karet di bagion bawah jaket

X5, 5 M, L XL XXL
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Garuda Indonesia
Interoffice Correspondence
your ref, P- our ref.: JKTIG/10137/2025 to: JKTIB
date P - date : 19 Mei 2025 Ce.:-
subject : Finalisasi Terhadap Draft Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle

Bus Karyawan Di Area GSO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penandatanganan draft Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte
Shuttle Bus Karyawan Di Areg GSO ("Perjanjian”} antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
dengan PT Bringin Karya Sejahtera, berikut kami sampaikan final draft yang telah kami lakukan
reviu, finalisasi, dan berikan barcods, mohon agar User dapat melakukan pencetakan
dokumen terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 2{dua) rangkap final draft Peranjtan;
2. 1 (satu) rangkap Lembar Finalisasi Perjanjian untuk diproses internal perusahaan.

Mohon agar setelah proses penandatanganan dilakukan, 1 (satu) rangkap asli Pertjanjian dan 1
(satu) rangkap Lembar Finalisasi, dapat dikirimkan kepada kami untuk disimpan sebagai arsip

perusahaan,
Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerja samanya.

Hormat kami,
Pth. CORPORATE LEGAL & COMPLIANCE GROUP HEAD




Garuda Indonesia -,%)

LEMBAR FINALISASI
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025
UNIT CORPORATE LEGAL & COMPLIANCE (IKTIG)
PT GARUDA INDONESIA {PERSERO) Tbk

Mengacu permintaan pemeriksaan dan finalisasi perjanjian dari Sdri, Isnarti {PiC JKTIBU-2}, dengan ini
disampaikan bahwa clean draft Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di
Area GSO Nomor: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT
Bringin Karya Sejahtera ("Perjanjian”) yang telah kami lakukan reviu, finalisasi, dan berikan barcode
untuk dapat diproses oleh User.

Selain itu, mohon untuk dapat diperhatikan hal sebagai berikut:

1

Perjanj’an difinalisas’ dengan mempertimbangkan bahwa JKTIB dan unit terkait {"User”) telah
menerima seluruh ketentuan dan isi telah sesuai dengan kesepakatan bisnis, serta telah sesuai
dengan persetujuan yang didapatkan, khususnya ketentuan yang bersifat teknis, operasional, dan
komersial;

Dalam melakukan pemeriksaan Perjanjian ini, pemeriksaan JKTIGC terbatas pada r->ek hukum
perjanjian. Proses penentuan dan kajian aspek teknis, komersial, dan operasional dalam Petjanjian
ini dilakukan oleh User. Atas hal tersebut dalam hal ini JKTIGC tidak melakukan/memberikan kajian
serta konfirmasi atas penentuan dan kajian aspek teknis, komersial, dan operasional dalam
Perjanjian ini. Maka dari jtu, User harus memastlkan bahwa aspek teknis, operasional, dan
komersial telah sesuai persetujuan prinsip yang diberlkan dan/atau ketentuan yang berlaku;
Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh JKTIB dan User dianggap telah memahami dan
menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, oleh karenanya User wajib menginformasikan
kepada IKTIB mengenai konten/ketentuan-ketentuan Perjanjian ;

User harus memastikan bahwa Perjanjian yang ditandatangani merupakan fina/ draft yang telah
kami finalisasi dan rilis;

User memastikan bahwa sebelum Perjanjian ini ditandatangani, seluruh ketentuan di dalam draft
ini telah direviu dan sesuai dengan hasil pengadaan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas
ketentuan-ketentuan dimaksud, maka User membebaskan JKTIG atas atas akibat / risike dari
ketidaksesuaian dimaksud;

- User untuk memastikan tersedianya anggaran untuk segala biaya yang harus ditanggung oleh

Perusahaan dalam implementasi Perjanjian ini;

Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal 7 Maret 2025 sedangkan dokumen pendukung
Perjanjian secaralengkap disampaikan User kepada kami melalui emait pada tanggal 8 Maret 20265,
Dengan demikian, User bertanggung jawab atas segala risike yang mungkin timbul dari jangka
waktu Perjanjian yang telah berlaku surut;

Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku dibutuhkan tambahan persetujuan dan dokumen
pendukung lainnya atas transaksi Perjanjian, maka User harus memastikan terdapatnya
persetujuan dan dokumen pendukung tersebut sebelum Perjanjian ditandatangani.

Ringkasan atas isi clean draft Perjanjian adalah sebagaimana terlampir,
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Clean draft asli dapat dicetak dalam 2 {dua) rangkap oleh unit terkait dengan dibubuhi meterai dan
tanggal penandatanganan Perjanjian. Sebelum clean draft ditandatangani oleh IKTIB, User dan
pejabat berwenang di unit User dan unit terkait untuk dapat memberikan tanda tangan pada tabel
dibawah ini sebagai pernyataan telah membaca dan menyetujui isi clean draft Perjanjian:

No. NAMA USER DAN EMAIL JA?;IEN/ TANGGAL | TANDA TANGAN
Dewi Saraswati 17~ % a |

1. < dewi.saraswati@garuda- JKTIBU / < >
indonesia.com > 7
Agung Bayu Aji

2. | <Agungba@garuda- IKTIBP 22 s pA= o&{u Qt[ V%
indonesia.com> "% v
Isnarti al 1

3. | <isnarti@garuda- JKTIBU-2 /os s %V\
indonesia.com > -
Yusnia Khairunnisa

4, | <yusnia.k@garuda- JKTIBP n! Y’ w
indonesia.com >
Tegar Buyu Pamungkas s i

5. < tegar.buyu.ctc@garuda- JKTIBL-2 A’ ‘u.
indonesia.com >
Akmal Syaugi Azhar 3 T

6.* [(akmal.s@garuda- JKTIBP Ar 7
indonesia.com)

7.*

8.x*

9_*

10.*

11.*

12.*

*Note: Mohon untuk dilengkapi dengon nama PIC lain sesuai dengan kebijakan internal di unit
masing-masing.

Selanjutnya, harap 1 (satu) rangkap asli Perjanjian beserta lembar finalisasi yang teiah ditandatangani
secara lengkap dikirimkan kepada unit JKTIG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak final
draft Perjanjian diserahkan untuk dapat disimpan sebagai arsip Perusahaan.
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RINGKASAN PERJANJIAN

Judul Perjanjian + Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO
Nomeor Perjanjian ;1 IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

Kelompok/lenis : Pengadaan

Direktorat Terkait : JKTDI

Ruang Lingkup :  GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BKS setuju untuk mensrima

penunjukan dari GARUDA untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan
shuttle bus karyawan di area GSO sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lampiran | Perjanjian ini,
selanjutnya disebut {"Pekerjaan”).

Nilai Perjanjian : Item Harga (Rp}
Pembuatan Halte Shuttie Bus Karyawan Di Area 94.000.038,00
GSO
Jangka Waktu :  Perjanjianini Ferlaku dan mengikat Para Fihak terhitung sejak tanggal 7 Maret
Perjanjian 2025 sampai dengan berakhirnya Masa Pemaeliharaan selama 6 {enam} bulan

yang dibuktlkan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
(“BAST”) Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil vang berwenang dari Para

Pihak.
Pemutusan : GARUDA setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan
Perjanjian pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 (empat belas) hari kalender sebelum

tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya
untuk melakukan tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya

pemutusan tersebut.
Hukum yang ¢ Hukum negara Republik Indonesia
Berlaku
Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nama Mitra :  PT Bringin Karya Sejahtera
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PERJANIIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO} Thk
DENGAN
PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Nomor: IG/PERJ/IV/IB-4071/2025

Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO, selanjutnya disebut
“Perjanjian”, ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1,

2,

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan hukurn di Jalan Kebon Sirth Nomor 464,
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA, selaku BUSINESS
SUPORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD, dari dan karena itu sah dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Thk, yang untuk selanjutnya disebut
“"GARUDA"; dan

PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di JI.
Pangeran Antasari Nomor.57, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKl Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE,
selaku PEMIMPIN CABANG, dari dan oleh karena itu berdasarkan Surat keputusan Nomor: R.008-
BKS/SK/DIR-HCGA/I1/2025 tentang Pengangkatan Pemimpin Cabang Jakarta 3 tanggal 05 Februari
2025 dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 039-8KS/DIR/H/2025 tanggal 03 Februari 2025, sah dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bringin Karya Sejahtera, yang untuk selanjutnya
disebut “BKS”.

GARUDA dan BKS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para Pihak” dan masing-masing
disebut sebagai “Pihak”,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

Bahwa GARUDA adatah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk
penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;

Bahwa GARUDA memerlukan jasa pekerjaan pembuatan shuttle bus karyawan di area Gedung
Sentra Operasi (“G50") yang sesuai kebutuhan dan spesifikasi GARUDA:

Bahwa BKS merupakan perusahaan yang sanggup memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang
ditetapkan GARUDA, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang
ditentukan oleh GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANIJIAN

Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Request for Proposal (RFP) Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan DI
Area GSO PT Garuda Indonesia (Persero) Thk Tahun 2025 Nomor: RFP/IB-018/12/2024; dan

b. Surat GARUDA kepada BKS Nomor: GARUDA/IKTIBP/E/20033/2025 perihal Surat Konfirmasi
Pemenang Pekerjaan Pembuatan Halte Shuttle Bus di Area GSO tanggal 4 Maret 2025.

Dasar Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen yang mengikat
dan tidak terpisabkan dari Perjanjian ini.

L TR TR i T T et
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3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan pada dokumen-dokumen dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka
ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BXS setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA
untuk melaksanakan pekerjsan pembuatan shuttle bus karyawan di area GSO sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lampiran | Perjanjian ini,
selanjutnya disebut (“Pekerjaan”).

2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan
tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati
dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang darl masing-masing Pihak, yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3
MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. BKS dalam melaksanakan Pekerjazn wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Perjanjian ini,

2. Pekerjaan wajib dilaksanakan sejak tangga! 7 Maret 2025 dengan waktu Pekerjaan yaitu selama 1
bulan atau 30 hari kalender sejak waktu dimulainya Pekerjaan dengan timeframe sebagaimana
disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini;

3. Setlap penyelesaian dan kelanjutan tahapan lingkup Pekerjaan harus mendapat persetujuan
tertulis dari GARUDA.

4. Koordinasi dan tinjauan progress Pekerjaan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali di Lokasi
Pekerjaan.

5. Hasil pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan sesuat dengan lingkup Pekerjaan.

6. Hasil akhir Pekerjaan akan diberikan garansi pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 15
Perjanjian int,

7. Seluruh gambar design menjadi milik GARUDA dan GARUDA berhak untuk menggunakannya sesuai
dengan kebutuhan,

8. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dilaksanakan oleh BKS atas dasar referensi
resmi yang sudah ada dan merujuk pada ketentuan dan/atau peraturan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:

1} Peraturan Pemerintah daerah setempat;

2} Peraturan perundang-undangan terkait langsung;

3) Pedoman Pemipaan Indonesia (PPt);

4} Peraturan Umum Instalasi Listrik {PUIL);

5} Peratuan Umum instalasi Penangkal Petir (PUIPP);

6) Standar Industri Indonesia (51i); dan

7) international Code Standard, apabila peraturan di indonesia tidak ada,

b. Ketentuan-ketentuan dan/fatau peraturan-peraturan lainnya vyang berkaitan dengan
pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, antara lain peraturan dari
pabrikan dan standar-standar lainnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan bangunan dalam
Pekerjaan ini;

¢. Petunjuk-petunjuk dan/atau peringatan-peringatan tertulis yang diberikan oleh GARUDA untuk
melaksanakan Pekerjaan;

0 0 R R



d. Peraturan-peraturan danfatau petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pekerjaan ini.
9. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pekerjaan:

a. Persyaratan Umum Pekerjaan:
Setiap bagian Pekerjaan difaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil
yang ditetapkan dan diterima dengan baik oleh GARUDA

b. Persyaratan Obyektif:
Dalam pelaksanaan Pekerjaan, dilakukan pengaturan yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan.

¢. Persyaratan Prosedural:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan atas persetujuan GARUDA. Penyelesaian administrasi
sehubungan dengan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
bertaku.

d. Persyaratan Fungsional:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh BKS yang menyangkut waktu, mutu, dan biaya Pekerjaan,
difaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi.

e. Persyaratan Tenaga:

i} Selama menjalankan tugas atau kegiatan operasionalnya, BKS minimal harus menghasitkan
output/deliverable sesuai permintaan dalam pedoman pengarahan penugasan. GARUDA
berhak mengarahkan hasil output/deliverable tersebut dan BKS wajib memenuhinya.

ii) Di dalam menghasilkan output/defiverable Pekerjaan, BKS wajib menyediakan tenaga ahii
yang professional dari beberapa disiplin ilmu, dengan jumlah yang memadai untuk
pelaksanaan tugas, dengan sepengetahuan GARUDA,

iii) Selama menjalankan Pekerjaan, BKS menyiapkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam
bidang Pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ataupun pengalaman
pekerjaan sejenis (minimal atau tidak terbatas pada} atau dapat disesuaikan sesuai dengan
kebutuhan. Struktur organisasi pekerja sebagaimana disebut datam Lampiran I Perjanjian
ind.

PASAL 4
LOKASI PEKERJIAAN

1. Lokasi Pekerjaan adalah area parkir di depan Gedung Management Building, Area GSO, Garuda City,
Tangerang, yang selanjutnya disebut “Lokasi Pekerjaan”.

2. BKS menyatakan dan mengakui bahwa dalam perhitungan harga danfatau biaya Pekerjaan dan
penetapan jadwal Pekerjaan, BKS telah memperhitungkan semua spesifikasi dan kondisi yang ada di
Lokasi Pekerjaan.

3. Tidak ada satu tuntutan apapun yang akan dipertimbangkan untuk suatu kenaikan dalam harga
Pekerjaan atau untuk suatu perpanjangan jadwal dari jadwal Pekerjaan yang didasarkan sefuruhnya
atau sebagian pada adanya suatu ketidakcocokan antara kondisi-kondisi di Lokasi Pekerjaan yang
dihadapi oleh BKS, kecuali dalam hal kondisi Force Mojeure.

PASALS
JANGKA WAKTU

i. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan
berakhirnya Masa Pemeliharaan selama 6 {enam) bulan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima {"BAST") Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil yang berwenang dari Para

Pihak.
#
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Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesuvai dengan kesepakatan tertulis
Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amendemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh
perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kualitas dan kuantitas Pekerjaan, dengan

rincian sebagai berikut:

Menambah atau mengurangi kuantitas Pekerjaan dalam Perjanjian;

Mengubah satuan sebagai dasar perhitungan volume Pekerjaan;

Meniadakan beberapa bagian Pekerjaan;

Melaksanakan Pekerjaan tambah atau lanjutan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan

seluruh Pekerjaan;

€. Menambah, membatalkan atau mengganti macam standar setiap material yang digunakan
terkait dengan penyelesaian Pekerjaan.

oo oo

Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada BKS secara
tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dan akan ditvangkan dalam
amendemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

Perubahan besarnya biaya yang terjadi akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1
Pasal ini, akan ditetapkan berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak dan mengacu pada harga
satuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran il Perjanjian ini.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan
kewajiban masing-masing Pihak adalah:

1

Hak BKS:

a. Menerima Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Perjanjian ini;

b. Menerima bantuan dari GARUDA untuk mendapatkan izin dan otoritas vang diperlukan dalam
pelaksanaan Pekeriaan;

€. Menerima bahan, dokumen, dan data serta Informasi lainnya dari GARUDA yang diperfukan
dalam rangka peiaksanaan Pekerjaan.

Kewajiban BKS:

a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2
dan Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional, sesuai keahilan, kode etik profesi, dan prinsip
kehati-hatian;

€. Melakukan koordinasi, pengecekan dan evaluasi setiap 1 (satu) minggu sekali terhadap kondisi
progress Pekerjaan BKS di Lokasi Pekerjaan;

d. Melaporkan kepada GARUDA jika terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat
mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan dari jadwal
Pekerjaan disertai dengan langkah tindakan yang telah diambit BKS untuk mengatasi keadaan
tersebut;
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e. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pekerjaan dan hasil Pekerjaan.

f. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini, BKS bertanggungjawab atas seluruh
biaya yang ditanggung oleh GARUDA yang timbul apabila BKS tidak dapat melaksanakan
Pekerjaan sesuai dengan timeframe sebagaimana disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini.

§- Memberikan jaminan atas Pekerjaan sefama 6 {enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan,
terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para
Pihak.

3. Hak GARUDA:

a. Menerima hasil Pekerjaan dari BKS dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
GARUDA serta dalam jangka waktu yang teiah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Menerima hasil evaluasi kondisi Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS:

€. Menerima laporan apabila terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat
mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan serta
langkah-langkah yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;

d. Menolak hasit Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang
diserahkan cleh BKS kepada GARUDA apabila tidak sesuai dengan permintaan GARUDA
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

e. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKS selama pelaksanaan Pekerjaan.

f.  Mendapatkan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan,

terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para
Pihak.

4. Kewajiban GARUDA:

a.
b.

Membayar Imbalan Jasa kepada BKS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
Memberikan bantuan kepada BKS untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pekerjaan;

Memberikan hahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya vang diperlukan BKS dalam
rangka pelaksanaan Pekerjaan,

PASAL 8
IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar imbalan jasa kepada BKS atas pelaksanaan Pekerjaan sebagai
berikut:

ftem Harga (Rp)

Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area G50 94,000.038,00

dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I! Perjanjian ini, selanjutnya disebut
“Imbalan Jasa”, dengan termin pembayaran sebagai berikut:

a. Termin . Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Imbalan Jasa
yang dibayarkan setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus) persen yang dibuktikan dengan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang
berwenang dari masing-masing Pihak; dan

b. Termin Il: Pembayaran sebesar 5% (lima persen} dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan
setelah melewati masa garansi selama 6 (enam) bulan sejak Pekerjaan selesai 100% {seratus
persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi
ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.
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2. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan
Nilai {PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak
berubah selama masa berlakunya Perjanjian ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para
Pihak.

3. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah mencakup selurub komponen biaya
untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran | Perfanjian ini.

4. GARUDA akan membayar Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada BKS
selambat-lambatnya 90 (sembifan pulub) hari kalender setefah tagihan/invoice yang dilengkapi
dengan dokumen pendukung penagihan dari BKS secara lengkap diterima dan disetujui oleh
GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adatah sebagai berikut:

Berita Acara Serah Terima Pekeriaan; dan
Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi

a. Kuitansi rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap bermeterai cukup;
b. Invoice;

¢. Salinan Perjanjian ini;

d. Faktur pajak standar;

e,

f.

5. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan difakukan secars bank
tronsfer vleh GARUDA ke rekening BKS dengan perincian sebagai berikut:
Nama Penerima: PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA KC JAKARTA 3
Alamat Bank  : BRI Cabang Bintaro
Nomor Rekening: 0393 - 01 - 001842 -30-7

6. GARUDA berhak melakukan penangguhan pembayaran imbalan Jasa kepada BKS, apabila:

a. Terdapat masalah dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil
Pekerjaan yang dinilai GARUDA kurang memuaskan, tidak sesuai dengan spesifikasi, serta
terdapat kerusakan-kerusakan, dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang belum diperbaiki
oleh BKS; atau

b. Tagihan/invoice dari BKS lengkap atau belum memenuhi ketentuan administrasi yang
ditetapkan GARUDA.

6. Dalam hal terdapat deviasi antara hasil Pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati pada proses
pengadaan, maka BKS wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan guna pengerjaan kembali
sehingga hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi.

PASAL 8
INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk
namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategl perusahaan, strategi pengembangan
kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas
kekayaan intetektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perfanjian
ini {termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnva disebut “Informast Rahasia”, vang diberikan oleh
Pihak pemberi Informasi Rzhasiz (“Pemberi informasi Rahasia”} kepada Pthak penerima informasi
Rahasia {“Penerima Informasi Rahasia”}.

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak setuju bahwa:
a} Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pikak Penerima Informasi Rahasia khusus dan
hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
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b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak Pemberi informasi Rahasia;

c} Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana Pihak
tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektuainya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;

d) Akses atas Informasi Rahasia hanya beriaku dan diberikan kepada wakil masing-masing Pihak
yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;

e} Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam
wilayah peradifan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas
Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasla kepada
pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak
diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila
Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasizan, maka Pihak Pemberi
Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat metakukan tuntutan hukum baik kepada Pihak
lalnnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.

Dalam hat Pihak Penerima informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang
berwenang berdasarkan hukum vyang berfaku, keputusan administratif yang resmi atau proses
pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujub) hari kerja, sepanjang
diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku,

Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini beraku selama jangka waktu
Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian inf untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila
informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.

Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:

a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian
menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;

b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan
Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan
informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

c. vyang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadifan atau oleh
pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursz efek dimana Pihak
Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.

Apabila BKS melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BKS dianggap lalai terhadap Perjanjian ini,
dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau melakukan
tuntutan hukum kepada BKS.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA METERAI

Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pengenaan, pemotongan, dan pemungutan
atas pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksaraan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab

dan kewajiban BKS.

Bea meterai dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan
tanggung jawab BKS sepenuhnya.
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3. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan {PPh) serta pajak lain dari tagihan BKS sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
PENGALIHAN PEKERJAAN

1. BKStidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.

2. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis dari GARUDA.

3. Dalam hal BKS mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis
GARUDA, maka BKS wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan
Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan BKS dan BKS bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan BKS
membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul dari
pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga
dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.

4, Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, maka BKS dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara
sepihak.

PASAL 12
KELALAIAN

BKS dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian ini dalam hat:

1. BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, spesifikasi, jumlah, serta
ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;

2. BKS mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, dengan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perianjian ini;

3. BKS dikenakan Denda Maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Perjanjian ini;

4. Penyataan dan jaminan yang diberikan BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini
tidak benar;

5. BKS dinyatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Perjanjian ini;

6. BKS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam
Perjanjian ini.

PASAL 13
SANKSI/DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pakerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, keterlambatan atau
ketidaksesuaian atas wakiu penyelesaian Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada BKS
dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

2. Apabila peringatan tertulis GARUDA kepada BKS telah mencapai 3 {tiga) kali dan masing-masing
peringatan memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda
sebesar 1%o (satu per mil) dari Imbalan Jasa yang mengalami ketertambatan untuk setiap hari
ketertambatan dengan maksimum denda sebesar 5% {lima persen) dari total Imbalan jasa (“Denda
Maksimum”).
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Selain yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan
BKS terjadi kelalaian, ketidaksesuaian kualitas Pekerjaan, danfatau terdapat kerusakan pada
barang, ruang, bangunan dan/atau hal lain milik GARUDA, maka GARUDA dapat mengenakan
sanksi berupa denda sebesar jumlah kerugian yang diderita GARUDA akibat kelalaian,
ketidaksesuaian, dan/atau kerusakan tersebut.

Pelaksanaan pembayaran denda dapat dikalkulasikan pada saat pembayaran imbalan Jasa
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian ini menjamin bahwa:

1.

Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan
hukum negara asal masing-masing Pthak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya
yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk
menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar
untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran
tersebut dipersyaratkan.

Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen
pendirian {termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang
mengikat masing-masing Pihak.

Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperiukan dan memperoleh semua
persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/fatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian
iri, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian inl adalah perwakilan yang
memiliki wewenang untuk menandatangani Perjaniian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan, masing-masing
Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini.

Tidak ada tuntutan atau permohonan untuk dinyatakan rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likvidasi
khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telab diajukan oleh pihak ketiga
lainnya terhadap masing-masing Pihak.

Masing-masing Pthak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak
akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 15
MASA PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 6 {enam) bulan terhitung sejak tanggal
Berlta Acara Serah Terima Pekerjaan {"Masa Pemeliharaan”). Pada akhir Masa Pemeliharaan, akan
diterbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani
oleh perwakilan yang berwenang dari masing-rnasing Pihak.
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Daiam Masa Pemeliharaan, BKS tetap bertanggung jawab terhadap penyempurnaan Pekerjaan
berdasarkan petunjuk dan pengarahan GARUDA.

Dalam bhal terdapat cacat, susut, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul selama Masa
Pemeliharaan yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara pelaksanaan Pekerjaan yang tidak
sesuai dengan Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dituangkan oleh GARUDA ke dalam daftar
kerusakan yang kemudian disampaikan kepada 8KS {“Daftar Kerusakan”).

Dalam waktu 7 (tujuh) harl kalender setelah menerima Daftar Kerusakan dari GARUDA, BKS harus
memperbatki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan lain atas beban biaya BKS.

Dalam hal BKS telah memperbaiki segala cacat, kerusakan, atsu kesalahan lain dalam Daftar
Kerusakan, maka GARUDA akan menandatangani Berita Acara Perbaikan Pekerjaan yang dibuat
oleh BKS,

Dalara hal terdapat tambahan Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan, maka Masa Pemellharaan
akan berakhir setelah tambahan Pekerjaan yang timbul tersebut sudah selesai seluruhnya dan
diterima oleh GARUDA vang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Tambahan yang ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-
masing Pihak.

PASAL 16
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

BK5 secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil
Pekerjaan yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas
kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BKS akan menanggung
semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeiuaran yang timbul datam hal terdapatnya gugatan, kiaim
atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.

BXS menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan melanggar
hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek
dagang, atau hak cipta dan BKS menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai
GARUDA, dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya {termasuk biaya
hukum) yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang
dilakukan oleh BKS. Dalam hal terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran
hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri
Perjanjlan ini tanpa putusan pengaditan terlebih dahuluy.

PASAL 17
PEMBEBASAN

BKS setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai
GARUDA dari segale macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan,
kerusakan dan lain-iain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BKS, direkst
maupun pegawai BKS, dan/fatau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan,
dan/atau tindakan BKS sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

GARUDA setuju untuk membebaskan dan melindungi BKS, balk direksi, maupun seluruh pegawai

BKS, dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain
lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai
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GARUDA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelataian, kesalahan, dan/atau
tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 18
FORCE MAJEURE

Hal-hal yang dapat dianggap sebagai force majeure dalam Perjanjian ini adalah, termasuk namun
tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase,
kebakaran, cyber-attack, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan
pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada
di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (“Force Majeure”).

Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu
akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.

Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan
secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7x24 jam terhitung sejak
terjadinya Force Majeure,

Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari
Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah
disetujui.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang
terkena Force Majeure dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib untuk melaksanakan kembali berbagai
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Force Majeure tersebut
dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

Para Pihak sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 {(enam puluh} hari
kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya herdasarkan Perjanjian ini,
maka Pihak lainhya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 19
PEMUTUSAN PERIANHAN

Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian
ini, Perjanjian ini dapat diputus oleh GARUDA secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
dalam hal:

a. BKS dianggap lalai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanijian ini;

b. BKS dinyatakan pailit.

Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan
Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 (empat belas) hari kalender sebetum
tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan
tuntutan apapun kepada GARUDA datam hal terjadinya pemutusan tersebut,

Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau
dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian in,
maka segala kewajiban Para Pihak yang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat
pernutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Ini sampai dengan kewajiban-
kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 20
KONSTRUKS) HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

2. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini
merupakan bentuk pernyataan lengkap yang beriaku di antara Para Pihak.

3. Perselisihan yang timbul sebagal akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 {tiga puluh}
hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai adanya
perselisihan.

4. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisiban
tersebut akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKAS)

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Pihak mengetahui dan memahami kewajlban untuk patuh dan tunduk pada peraturan
perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-
korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;

2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnva
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
implementasi Perfanjian ini;

3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak
yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan
Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahuly, dan Pihak yang melanggar
ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian vang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 22
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mengikat
masing-masing Pihak terkait dengan pelindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini
dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang
bertaku di indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum
Perlindungan Data (The General Data Protection Regulation atau “GDPR”), yaitu:

a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan
dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi
data pribadi;
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b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya
untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh
Para Pihak di Perjanjian ini saja;

¢. kewsjiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data
yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi
terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk
tujuan fain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanijian ini;

e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran danfatau
dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.

2. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman
seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam datobose-nya selama jangka waktu
Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 {tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh subjek data
pribadi.

3. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya
dalam waktu paling lambat 72 {tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran
penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau
penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.

4. Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh akibat hukum atas
pelanggarannya terhadap ketentuan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan dato pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 23
RISIKO

1. Jika hasil Pekerjaan BKS musnah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan
Pekerjaan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh perwakilan yang
berwenang dari Para Pihak, maka BKS bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang
timbul.

2. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, jika pada waktu pelaksanaan Pekerjaan
terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan
atau alat-alat karena kesalahan BKS, maka segala risiko akibat kemacetan pelaksanaan Pekerjaan
tersebut menjadi tanggung jawab BKS dan BKS wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian baik
material dan imaterial yang ditanggung oleh GARUDA.

3. Segala persoalan dan tuntutan paraz tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab BKS
sepenuhinya, atau dengan kata lain GARUDA bebas dari segala tuntutan para tenaga kerja yang
berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanijian ini, baik di datam maupun di luar
pengadilan.

4. Apabila selama BKS melaksanakan Pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka
segala kerugian ditanggung oleh BKS dan membebaskan GARUDA, baik direksi, maupun seluruh
pegawal GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas keruglan tersebut.
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PASAL 24
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. BKS bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman,
bangunan-bangunan, gudang, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan di Lokasi Pekerjaan selama
Pekerjaan berlangsung.

2. BKS bertanggung jawab dan wajib untuk menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para
pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan,

3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan Pekerjaan, maka BKS diwajibkan memberi
pertolongan kepada korban dengan segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban dan/atau
tanggung jawab BKS.

4. BKS wajib menyediakan tempat tinggaf yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban bagi
tenaga kerjanya, tetapi tidak diperbolehkan tenaga kerjanya untuk tinggal sementara di Lokas|
Pekerjaan.

5. Selama pelaksanaan Pekerjaan, BKS diwajibkan menyediakan segala yang diperlukan untuk
keamanan para pekerja dan tamu seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-
fasilitas kesejahteraan lainnya.

6. BKS diwajibkan memenuhi segala peraturan perundang-undangan, tata tertib, ordonansi
pemerintah, beserta dengan perubahan-perubahannya, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya
tentang ketenagakerjaan yang beriaku di Republik Indonesia.

7. Bilamana BKS akan melaksanakan kerja lembur, diharuskan mengajukan permchonan ijin
pelaksanaan kerja lembur kepada konsultan pengawas selambat-lambatnya 1 {satu) hari kalender
sebeturm kerja lembur dilaksanakan.

PASAL 25
PENGGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI {TKDN)

1. BKS wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalam negeri
dalam melaksanakan Pekerjaan.

2. BKS wajib menggunakan barang/jasa dari produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 100% (seratus persen) dari total Imbalan Jasa
yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada
tapaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak
mengenakan sanksi sebagai berikut kepada BKS:

a. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA
kepada BKS, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
3 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, atau
maksimum 15% {lima belas persen) dari total Imbalan lasa yang diatur dalam Perjanjian ini,
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Sanksi administratif berupa; (i) pembatalan BKS sebagai pefaksana Pekerjaan yang ditunjuk; {ii)
BKS  dimasukan  dalam daftar hitam  perusahaan  rekanan GARUDA; dan/atau
(ii}) GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata dan/atau pidana kepada BKS sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.
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PASAL 26
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA {(K3)

Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”}), termasuk namun tidak terbatas pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya.

Penerapan Sistem Manajemen K3 BKS wajib menerapkan dan memeliharaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja [“SMK3”} sesuai dengan standar yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

Tanggung Jawab BKS bertanggung jawab untuk:

3. Memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam Pekerjaan ini memahami dan
menjalankan prosedur K3 yang telah ditetapkan;

b. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai untuk pekerja sesuai dengan jenis Pekerjaan
yang dilakukan;

c. Melaporkan setiap kecelakaan kerja atau insiden keselamaftin kepada GARUDA dalam
waktu maksimal 24 jam sejak kejadian;

d. Mengikuti pelatihan K3 yang diwajibkan oleh GARUDA atau instansi yang berwenang.

Pemeriksaan dan Audit K3

GARUDA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan audit K3 terhadap kegiatan Pekerjaan yang
dilakukan oleh BKS guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, Jika
ditemukan pelanggaran, BKS wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
1x24 Jam sejak kejadian sesuai dengan rekomendasl yang diberikan.

Sanksi atas Pelanggaran K3

Jika BKS melanggar ketentuan K3 yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,

maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan oleh
GARUDA,;

b. Penghentian sementara Pekerjaan untuk pelanggaran yang dikiasifikasikan sebagai pelanggaran
berat oleh GARUDA,;

€. Pemutusan Perjanjian apabila terjadi pelanggaran yang berutang atau menimbulkan kecelakaan
fatal.

Kewajiban dalam Keadaan Barurat

BKS wajib memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan memastikan bahwa seluruh pekerjanya
memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan
kerja, atau bencana alam.

PASAL 27
LAIN - LAIN

Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahan akan
diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam amandemen
yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
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3. Setlap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di datam Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau email kepada Para
Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT Garuda Indonesia {Persero) Tbk PT Bringin Karya Sejahtera

Up: Dewi Saraswati Narma : Mohammad Zakaria Effendie
General Affairs Division Head Jabatan : Pemimpin Cabang

Gedung Sistem Informasi Lantai T Alamat: Ruko Sentra Menteng Blok B7/MN
Area Perkantoran Bandara Internasional 88 F Bintaro, Kel. Pondok laya, Kec. Pondok
Soekarno-Hatta, Cengkareng, 15111 Aren, Tangerang Selatan

Telp: (021) 25601169 Telepon: 021-38897005
Email.dewi.saraswati@garuda-indonesia.com Email: bisnis.bksikt3@ briks.co.id

Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi fainnya ke afamat

tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim
melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;

b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir yang
dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh
pengirim;

c. Diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui emaif.

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat
terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keria
sebelum perubahan alamat tersebut diberfakukan. lJika perubahan alamat tersebut tidalk
diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat di atas
atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

5. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan
badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjfian
menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berfaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau
bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan
yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan
ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.

6. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, siginifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya
Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, itegal,
atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan
pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal
tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut
dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara
hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.

0 0 AR

&\*""



Demikianlah Perjanjian ini dibuat, ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
di bawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukurm yang sama.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO} Tbk PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

:5;'= T'fg A

aryfia Indonesia

TMESS SUPRCRT &
GEMERAL sFFARS

ANDRZAS TUMPAL H, HUTAPEA W
BUSINESS SUPORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD  PEMIMPIN CABANG

2500200 \
Tanggal: 2 3 MAY 2029 Tanggal :
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LAMPIRAN |
PERIANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: iG/PERI/IV/IB-4071/2025

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Details of goods/services specification:
a. Lokasi: Area Parkir depan Gedung Garuda Management Building, Area GSC, Area Perkantoran

Garuda City, Tangerang.

b. Luas: + 55 m2
¢. Kebutuhan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

i Pekerjaan Membuat desain dan perencanaan atau gambar kerja secara detail/rinci
termasuk dimensi/ ukuran dan warna serta gambar prinsip 2D (denah, tampak, potong, dan
gambar detail /rangka /struktur pendukung);

li. Membuat gambar design 3D Interior dari beberapa view;
iii. Desain Halte termasuk pemilihan warna, tekstur, dan motif yang sesuai dengan identitas
GARUDA;
iv. Pembuatan Hatte Shuttfe Bus Karyawan GARUDA dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Bahan Konstruksi yang memenuhi standar kualitas tahan lama, dan tahan terhadap
ctuaca yang ekstrim seperti angin kencang atau:gempa bumi;
2. Bahan Atap yang tahan air dan tidak mudah bocor;
3. Desain overhang atau penjorokan atap halte dapat melindungi karyawan GARUDA dari
adanya tampias air hujan;
4. Desain ketinggian atap dipasang agar sebagian bus dapat masuk sedikit di area halte.
v. Pembuatan atap alderon ketebelan 10 mm dengan rangka pipa 3”;
vi. Pembuatan tempat duduk pipa 1 %”;
vii. Pembuatan pondasi halte;
viii. Pengadaan Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5 m;
ix. Pemasangan paving block K300 T 15m;
X. Slof pengunci dari halte tersebut;
¥i. Pekerjaan Mobilisasi dan Pembersihan.
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LAMPIRAN Nl
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERI/IV/IB-4071/2025

HARGA SATUAN
NO URAIAN PEKERJIAAN SAT VOL HARGA SATUAN TOTAL
A PEKERIAAN PERSIAPAN
1| Mohilisasi Alat & Material Ls 1.00 Rp 1,151,915.30 | Rp 1,151,915.30
2|Pek. Bonghkaran, Pembersihan & Finishing Ls 1.00 Ry 1,151,915.36 | Rp 1,151,915.30
SUS TOTAL Rp  2,303,830.50
8 PEKERIAAN HALTE GARUDA
1|Kanopi atap alderon dengan ketebalan 10 Rangka pipa 3 inch m2 55.00 | Rp 829,134.13 | Rp  45602,377.15
2|Tempat duduk pipa 1 % inch mi 10.00 | Rp 541,400.19 | Rp 5.414,001.20
3|Pondasi Pes 400 | Rp 802,00588 | Rp  3,20B,G23.52
4|Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mmx 2,5 Unit 1000 | Rp 377,828.22 | fip 3,778,282.20
5|Pemasangan paving block K300 T 15m m2 A5.00 | Rp 414,689.51 | Rp  18,661,027.95
6|slof pengunci ml 26.00 | Bp 518,361,489 | Rp  15,032.494.81
SUB TOTAL Rp 91,696,207.53
TOTAL PEKERIAAN Rp  94.000038.12
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LAMPIRAN I

PERJANHAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA G50
NOMOR: IG/PERI/IV/iB-4071/2025

STRUKTUR ORGANISAS] PEKERJA
PROJECT MANAGER
Mohamimad Ickaria Effencle
S
K 1
STE MANAGER. SHE MANAGER
Indrayanio Dwi Adri Faditah
HSE el Bt e U QC N LOGISTIK

Ahmaa a’far Rizki Fodioh M. Infan Lukhwia
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LAMPIRAN IV
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/1B-4071/2025

TIME FRAME PEKERIAAN

TIME SCHEDULE Wbk
RENCARA FEKER JAAN FENGADAANHALTE GARUDA SENTRA OFERASI
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PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN D) AREA GSO
ANTARA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Thk
DENGAN
PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Nomeor: IG/PERI/IV/1B-4071/2025

Perjanjian Pengadaan Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO, selanjutnya disebut
“Perjanjian”, ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. PT GARUDA INDONESIA (PERSERQ) Tbk, berkedudukan hukum di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A,
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDREAS TUMPAL H. HUTAPEA, selaku BLSINESS
SUPORT & GENERAL AFFAIRS GROUP HEAD, dari dan karena itu sah dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia {Persero) Tbk, vang untuk selanjutnya disebut
“GARUDA"; dan

2. PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di .
Pangeran Antasari Nomor.57, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE,
selaku PEMIMPIN CABANG, dari dan oleh karena itu berdasarkan Surat keputusan Nomor: R.008-
BKS/SK/DIR-HCGA/I1/2025 tentang Pengangkatan Pemimpin Cabang Jakarta 3 tanggal 05 Februari
2025 dan Surat Kuasa Direksi Nomor: 038-BKS/DIR/)I/2025 tanggal 03 Februari 2025, sah dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bringin Karya Sejahtera, yang untuk selanjutnya
disebut “BKS”.

GARUDA dan BKS secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para Pihak” dan masing-masing
disebut sebagai “Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa GARUDA adatah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa transportasi udara untuk
penumpang, kargo, dan pos, pada rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;

b. Bahwa GARUDA memerlukan jasa pekerjaan pembuatan shuttfe bus karyawan di area Gedung
Sentra Operasi {"GS0”} yang sesuai kebutuhan dan spesifikast GARUDA,;

c. Bahwa BKS merupakan perusahaan yang sanggup memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang
ditetapkan GARUDA, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang
ditentukan oleh GARUDA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Dasar Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
a. Request for Proposal (RFP} Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Halte Shuitfe Bus Karyawan Di
Area GSO PT Garuda Indonesia {Persero) Thk Tahun 2025 Nomor: RFP/IB-018/12/2024; dan
b. Surat GARUDA kepada BKS Nomor: GARUDA/IKTIBP/E/20033/2025 perihal Surat Konfirmasi
Pemenang Pekerjaan Pembuatan Halte Shuttle Bus di Area GSO tanggal 4 Maret 2025,

2. Dasar Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan dokumen yang mengikat
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
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3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan pada dokumen-dokumen dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka
ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. GARUDA setuju menunjuk BKS sebagaimana BKS setuju untuk menerima penunjukan dari GARUDA
untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan shuttle bus karyawan di area GSO sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan oleh GARUDA sebagaimana disebut dalam Lamplran | Perjanjian ini,
selanjutnya disebut (“Pekerjaan”).

2. Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan pengadaan yang berlaku dan persetujuan
tertulis Para Pihak, serta akan dituangkan dalam suatu amandemen Perjanjian ini yang disepakati
dan ditandatangani oleh waldl yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanijian ini.

PASAL 3
MANAJEMEN PELAKSANAAN PEKERJIAAN

1. BKS dalam melaksanakan Pekerjaan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat datam
Perjanjian ini.

2. Pekerjaan wajib dilaksanakan sejak tanggal 7 Maret 2025 dengan waktu Pekerjaan yaitu selama 1
bulan atau 30 harl kalender sejak waktu dimulainya Pekerjaan dengan timeframe sebagalmana
disebut pada Lampiran IV Perjanjian ini;

3. Setlap penyelesaian dan kelanjutan tahapan lingkup Pekerjaan harus mendapat persetujuan
tertulis dari GARUDA.

4. Koordinast dan tinjauan progress Pekerjaan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali di Lokasi
Pekerjaan.

5. Hasil pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan.

6. Hasil akhir Pekerjaan akan diberikan garansi pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 15
Perjanjian ini.

7. Selurub gambar design menjadi milik GARUDA dan GARUDA berhak untuk menggunakannya sesuai
dengan kebutuhan,

8. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dilaksanakan oleh BKS atas dasar referensi
resmi yang sudah ada dan merujuk pada ketentuan dan/atau peraturan sebagai berikut:

3, Persyaratan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:

1} Peraturan Pemerintah daersh setempat;

2) Peraturan perundang-undangan terkait langsung;

3} Pedoman Pemipaan Indonesia {PPI);

4) Peraturan Umum Instalasi Listrik {(PUIL);

5) Peratuan Umum Instalasi Penangkal Petir {PUIPP};

6} Standar Industri indonesia (SIN); dan

7} International Code Standard, apabila peraturan di Indonesia tidak ada.

b. Ketentuan-ketentuan danfatau peraturan-peraturan lainnya vyang berkaitan dengan
pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, antara lain peraturan dari
pabrikan dan standar-standar lainnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan bangunan dalam
Pekerjaan ini;

¢. Petunjuk-petunjuk dan/fatau peringatan-peringatan tertulis yang diberikan oleh GARUDA untuk
melaksanakan Pekerjaan;
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d. Peraturan-peraturan danfatau petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pekerjaan ini.
9. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pekerjaan:

a. Persyaratan Umum Pekerjaan:
Setiap bagian Pekerjaan dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil
vang ditetapkan dan diterima dengan baik oleh GARUDA

h. Persyaratan Obyektif:
Datam pelaksanaan Pekerjaan, dilakukan pengaturan vang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan.

c. Persyaratan Prosedural:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan atas persetujuan GARUDA. Penyelesaian administrasi
sehubungan dengan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku.

d. Persyaratan Fungsional:
Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh BKS yang menyangkut wakty, mutuy, dan biaya Pekerjaan,
dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi.

e. Persyaratan Tenaga:

i} Selama menjalankan tugas atau kegiatan operasionalnya, BKS minimai harus menghasilkan
output/deliverable sesuai permintaan dafam pedoman pengarahan penugasan, GARUDA
berhak mengarahkan hasil output/deliverable tersebut dan BKS wajib memenuhinya.

i} Di dalam menghasitkan output/deliverable Pekerjaan, BKS wajib menyediakan tenaga ahli
yang professional dari beberapa disiplin ilmu, dengan jumlah yang memadai untuk
pelaksanaan tugas, dengan sepengetahuan GARUDA.

iii) Sefama menjalankan Pekerjzan, BKS menyiapkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam
bidang Pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ataupun pengalaman
pekerjaan sejenis (minimal atau tidak terbatas pada} atau dapat disesuaikan sesuai dengan

kebutuhan. Struktur organisasi pekerja sehagaimana disebut datam Lampiran Il Perjanjian
ini.

PASAL 4
LOKASI PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan adalah area parkir di depan Gedung Management Building, Area GSQ, Garuda City,
Tangerang, yang selanjutnya disebut “Lokasi Pekerjaan”.

2. BKS menyatakan dan mengakui bahwa dalam perhitungan harga danfatau biaya Pekerjaan dan
penetapan jadwal Pekerjaan, BKS telah memperhitungkan semua spesifikasi dan kondisi yang ada di
Lokasi Pekerjaan.

3. Tidak ada satu tuntutan apapun yang akan dipertimbangkan untuk suatu kenaikan dalam harga
Pekerjaan atau untuk suatu perpanjangan jadwal dari jadwal Pekerjaan yang didasarkan seluruhnya
atau sebagian pada adanya suatu ketidakcocokan antara kondisi-kondisi di Lokasi Pekerjaan yang
dihadapi oleh BKS, kecuali dalam hal kondisi Force Majeure.

PASALS
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan
berakhirnya Masa Pemeliharaan selama 6 (enam} bulan vang dibuktikan dengan ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima (“BAST”} Pekerjaan Pemeliharaan oleh wakil yang berwenang dari Para
Pihak.
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2. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjaniian ini sesuai dengan kesepakatan tertulis
Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk amendemen atas Perjanjian ini yang ditandatangani oleh
perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. GARUDA setiap saat berhak mengadakan perubahan atas kualitas dan kuantitas Pekerjaan, dengan

rincian sebagai berikut:
a. Meanarnbah atau mengurangi kuantitas Pekerjaan dalam Perjanjian;

b. Mengubah satuan sebagai dasar perhitungan volume Pekerjaan;

¢. Meniadakan beberapa bagian Pekerjaan;

d. Melaksanakan Pekerjpan tambah atau lanjutan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan
seluruh Pekerjaan;

e. Menambah, membatalkan atau mengganti macam standar setiap material yang digunakan
terkait dengan penyelesaian Pekerjaan.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan disampaikan GARUDA kepada BKS secara
tertulis dan kesepakatan terhadap perubahan tersebut akan dan akan dituangkan dalam
amendemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.

3. Perubahan besarnya biaya yang terjadi akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud avat 1
Pasal ini, akan ditetapkan herdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak dan mengacu pada harga
satuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1i Perjanjian ini.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

Selain dari hak dan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan
kewajiban masing-masing Pihak adalah:

1. Hak BKS:
a. Menerima Imbalan Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Perjanjian ini;
b. Menerima bantuan dari GARUDA untuk mendapatkan izin dan otoritas yang dipertukan dalam
pelaksanaan Pekerjaan;
c. Menerima bahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya dari GARUDA yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

2. Kewajiban BKS;

a. Menjamin dan menyelesaikan Pekerjaan sesuat dengan ketentuan dan spesifikasi dalam Pasal 2
dan Pasai 3 Perjanjian ini;

b. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional, sesuai keahlian, kode etik profesi, dan prinsip
kehati-hatian;

¢. Melakukan keordinasi, pengecekan dan evaluasi setiap 1 (satu} minggu sekali terhadap kondisi
progress Pekerjaan BKS di Lokasi Pekerjaan;

d. Melaporkan kepada GARUDA jika terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat
mengakibatkan ketertambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjaan dari jadwal
Pekerjaan disertai dengan langkah tindakan yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan
tersebut;
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e. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pekeriaan dan hasil Pekerfaan.

f. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini, BKS bertanggungjawab atas seluruh
biaya vang ditanggung oleh GARUDA vang timbul apabila BKS tidak dapat melaksanakan
Pekerjaan sesuai dengan timeframe sebagaimana disebut pada Lamgpiran IV Perjanjian ini.

g. Memberikan jaminan atas Pekerjaan selama 6 {(enam} bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan,
terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para
Pihak.

3. Hak GARUDA:

a. Menerima hasil Pekerjaan dari BKS dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
GARUDA serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 Perjanjian ini;

Menerima hasil evaluasi kondisi Pekerjaan yang dilakukan oleh BKS;

¢. Menerima laporan apabila terdapat permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang dapat
mengakibatkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian Pekerjzan serta
langkah-langkah yang telah diambil BKS untuk mengatasi keadaan tersebut;

d. Menolak hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang
diserahkan oleh BKS kepada GARUDA apabila tidak sesuai dengan permintaan GARUDA
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

e. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKS selama pelaksanaan Pekerjaan.

f. Mendapatkan jaminan atas Pekerjaan selama 6 (enam) bulan untuk pemeliharaan Pekerjaan,
terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani secara lengkap oleh Para
Pihak.

4, Kewajiban GARUDA:
a. Membayar Imbalan lasa kepada BKS sebagaimana dlatur dalam Pasal 8 Perjanjian inl;
bh. Memberikan bantuan kepada BKS untuk mendapatkan izin dan otorisasi yang diperiukan untuk
pelaksanaan Peketjaan;
¢. Memberikan bahan, dokumen, dan data serta informasi lainnya yang diperlukan BKS dalam
rangka pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8
IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. GARUDA setuju untuk membayar imbaian jasa kepada BKS atas pelaksanaan Pekerjaan sebagai
berikut:

ey Itam - ~ Harga (Rp)
Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan Di Area GSO 94.000.038,00

dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1l Perianjian ini, selanjutnya disebut
“Imbalan Jasa”, dengan termin pembayaran sebagai berikut:

a. Termin |: Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen} dari nilal Imbalan Jasa
yang dibayarkan setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus) persen vang dibuktikan dengan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang
berwenang dari masing-masing Pihak; dan

b, Termin Il: Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan
setelah melewati masa garansi selama 6 {enam) bulan sejak Pekerjaan selesai 100% {seratus
persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi
ditandatangani lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.
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2. imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk biaya Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan merupakan harga dasar pengenaan pajak dan merupakan harga tetap, serta tidak
berubah selama masa berlakunya Perjanjian ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para
Pihak.

3. imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sudah mencakup seluruh komponen biaya
untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran | Perjanjian ini.

4. GARUDA akan membayar Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada BKS
selambat-lambatnya 90 (sembilan pulub) hari kalender setelah tagihan/invoice yang dilengkapi
dengan dokumen pendukung penagihan dari BKS secara lengkap diterima dan disetujui oleh
GARUDA. Adapun dokumen pendukung penagihan adalah sebagai berikut:

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi

a. Kuitansi rangkap 2 {dua), dengan 1 {(satu) rangkap bermeterai cukup;
b. Invoice;

¢. Salinan Perjanjian ini;

d. Faktur pajak standar;

e.

f,

S. Pembayaran imbalan Jasa sebagaimana dimaksud datam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan secara bank
transfer oleh GARUDA ke rekening BKS dengan perincian sebagai berikut:
Nama Penerima: PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA KC JAKARTA 3
Alamat Bank  : BRI Cabang Bintaro
Nomor Rekening: 0393 - 01— 001842 —30—7

6. GARUDA berhak melakukan penangguhan pembayaran Imbalan Jasa kepada BKS, apabila:

a. Terdapat masalah dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada hasi
Pekerjaan yang dinilai GARUDA kurang memuaskan, tidak sesuai dengan spesifikasi, serta
terdapat kerusakan-kerusakan, dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang belum diperbaiki
oleh BKS: atau

b. Tagihanfinvoice dari BKS lengkap atau belum memenuhi ketentuan administrasi vang
ditetapkan GARUDA.

6. Dalam hal terdapat deviasi antara hasii Pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati pada proses
pengadaan, maka BKS wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan guna pengerjaan kembali
sehingga hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,

PASAL 9
INFORMASTI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk
namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan
kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-ha! teknis, analisa, konsep, logo, hak atas
kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian
ini (termasuk dokumen Perjanjian ini}, sefanjutnya disebut “Informasi Rahasia”, yang diberikan oleh
Pihak pemberi Informasi Rahasia (“Pemberi Informasi Rahasia”} kepada Pihak penerima Informasi
Rahasia (“Penerima Informasi Rahasia”}.

Sehubungan dengan hat tersebut Para Pihak setuju bahwa:
a) Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan
hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian inj;
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b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Pihak Pemberi informasi Rahasia;

¢} Para Pihak setuju untuk melindungi kerahasiaan dari informasi Rahasia sebagaimana Pihak
tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;

d) Akses atas informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakif masing-masing Pihak
yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;

e} Iaformasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam
wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas
Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada
pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak
diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila
Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi
Informasi Rahasia atau Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada Pihak
lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.

Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang
berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses
pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujub} hari kerja, sepanjang
diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu
Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidsk terbatas, kecuali apabila
Informasi Rahasia dipublikasikan ofeh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.

Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak beriaku untuk informasi sebagai berikut:

a. vyang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian
menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;

b. vang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informast Rahasia dan
Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan
informast tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;

¢. yang disyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau aoleh
pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak
Penerima Informasi Rahasta atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.

Apabila BKS melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka BKS dianggap lalail terhadap Perjanjian ini,
dan GARUDA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dan/atau melakukan
tuntutan hukum kepada BKS.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA METERA!

Kecuali PPN yang menjadi tanggung jawab GARUDA, pengenaan, pemotongan, dan pemungutan
atas pajak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawah
dan kewajiban BKS.

Bea meterai dan biaya-hiaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan
tanggung jawab BKS sepenuhnya.
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3. GARUDA berhak memotong Pajak Penghasilan {PPh) serta pajak lain dari tagihan BKS sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
PENGALIHAN PEKERJIAAN

1. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga.

Z. BKS tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis dari GARUDA,

3. Dalam hal BKS mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis
GARUDA, maka BKS wajib memberikan jaminan bahwa pihak ketiga yvang menerima pengalihan
Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan BXS dan BKS bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, dan BKS
membebaskan GARUDA dari segala bentuk kerugian, gugatan dan/fatau tuntutan vang timbul dari
pengalihan Pekerjaan tersebut, serta wajib mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak ketiga
dimaksud apabila pengalihan Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.

4, Apabila terjadi pengalihan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, maka BKS dinyatakan lalai dan GARUDA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara
sepihak.

PASAL 12
KELALAIAN

BKS dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian ini dalam hal:
1. BKS tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, spesifikasi, jumlah, serta
ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
2. BKS mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, dengan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjaniian ini;
BKS dikenakan Denda Maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Perjanjian in;
4. Penvataan dan jaminan yang diberikan BKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini
tidak benar;
5. BKS dinyatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Perjanjian ini;
6. BKS tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam
Perjanjian ini.

w

PASAL 13
SANKSI/DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan BKS terjadi kelalaian, keterlambatan atau
ketidaksesuaian atas waktu penyelesaian Pekerjsan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini, maka GARUDA akan memberikan peringatan tertulis kepada BKS
dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

2. Apabila peringatan tertulis GARUDA kepada BKS telah mencapai 3 (tiga) kali dan masing-masing
peringatan memiliki jangka waktu 3 {tiga) hari kerja, maka GARUDA akan mengenakan denda
sebesar 1%e (satu per mi) dari imbalan Jasa yang mengalami keterfambatan untuk setiap hari
keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total Imbalan Jasa {("Denda

Maksimum”}.
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3. Selain yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan
BKS terjadi kelalaian, ketidaksesuaian kualitas Pekerjaan, dan/atau terdapat kerusakan pada
barang, ruang, bangunan dan/atau hal lain milik GARUDA, maka GARUDA dapat mengenakan
sanksi berupa denda sebesar jumiah kerugian yang diderita GARUDA akibat kelalajan,
ketidaksesuaian, dan/atau kerusakan tersebut.

4. Pelaksanaan pembayaran denda dapat dikatkulasikan pada saat pembayaran Imbalan Jasa
sebagaimana dimaksud datam Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian ini menjamin bahwa:

1. Masing-masing Pihak merupakan sebuah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan
hukum negara asal masing-masing Pihak, mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, instrumen dan dokumen-dokumen lainnya
yang berhubungan dengan Perjanjian ini, untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk
menjalankan usaha yang sedang dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar
untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran
tersebut dipersyaratkan.

2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan dokumen
pendirian {termasuk anggaran dasar) masing-masing Pihak, serta tidak melanggar peraturan yang
mengikat masing-masing Pihak,

3. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperfukan dan memperoleh semua
persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen pendirian masing-masing Pihak dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian
ini, dan wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang
memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perburuban, masing-masing
Pihak bertanggung jawab atas keselamatan kerja seluruh pegawainya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini.

5. Tidak ada tuntutan atau permohonan untuk dinyatakan rehabilitasi perusahaan, akuisisi, likuidasi
khusus atau pembebasan lainnya berdasarkan hukum yang berlaku telah diajukan oleh pthak ketiga
lainnya terhadap masing-masing Pihak.

6. Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Plhak
akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undanzan vang bertaku, termasuk namun tidak
terbatas pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sebhat.

PASAL 15
MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil Pekerjaan ditetapkan selama 6 {(enam) bulan terhitung sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (“Masa Pemelibaraan”). Pada akhir Masa Pemeliharaan, akan
diterbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Masa Garansi yvang ditandatangani
oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak.
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Dalam Masa Pemeliharaan, BKS tetap bertanggung jawab terhadap penyempurnaan Pekerjaan
berdasarkan petunjuk dan pengarahan GARUDA.

Dalam hal terdapat cacat, susut, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul selama Masa
Pemeliharaan yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara pelaksanaan Pekerfaan yang tidak
sesuai dengan Perjanfian ini, maka hal tersebut akan dituangkan oleh GARUDA ke dalam daftar
kerusakan yang kemudian disampaikan kepada BKS ("Daftar Kerusakan®).

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Daftar Kerusakan dari GARUDA, BKS harus
memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalahan fain atas beban biaya BKS.

Dalam hal BKS telash memperbaiki segala cacat, kerusakan, atau kesalzhan lain dalam Daftar
Kerusakan, maka GARUDA akan menandatangani Berita Acara Perbaikan Pekerjaan yang dibuat
oleh BKS.

Dalam hal terdapat tambahan Pekerjaan selama Masa Pameliharaan, maka Masa Pemeliharaan
akan berakhir setelah tambahan Pekerjaan yang timbul tersebut sudah selesai seluruhnya dan
diterima oleh GARUDA vang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Tambahan yang ditandatangani secara lengkap oleh perwakilan yang berwenang dari masing-
masing Pihak.

PASAL 16
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

BKS secara penuh menjamin bahwa semua peralatan menyangkut Pekerjaan serta seluruh hasil
Pekerjaan yang diserahkan oleh BKS kepada GARUDA tidak mengandung atau melanggar hak atas
kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang, dan BKS akan menanggung
semua biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbui dalam hal terdapatnya gugatan, klaim
atau tuntutan yang merupakan pelanggaran dari setiap hak kepemilikan.

BKS menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan dan implementasi Perjanjian ini tidak akan melanggar
hak atas kekayaan intelektual pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek
dagang, atau hak cipta dan BKS menjamin dan melindungi GARUDA, baik Direksi maupun pegawai
GARUDA, dari segala prasangka, tuntutan, gugatan, kerugian, dan/atau segala biaya {termasuk biaya
hukum} yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang
dilakukan oleh BKS. Dalam hat terdapat tuntutan hukum yang ditujukan karena adanya pelanggaran
hak cipta dan atau intelektual, maka GARUDA berhak untuk secara serta merta mengakhiri
Perfanjian ini tanpa putusan pengaditan terlebih dahulu.

PASAL 17
PEMBEBASAN

BKS setuju untuk membebaskan dan melindungi GARUDA, baik direksi, maupun seluruh pegawai
GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan danfatau gugatan atas kerugian, kehilangan,
kerusakan dan lain-lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari BKS, direksi
maupun pegawai BKS, dan/atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan,
dan/atau tindakan BKS sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

GARUDA setuju untuk membebaskan dan melfindungi BKS, baik direksi, maupun seluruh pegawai

BKS, dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain
lain, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari GARUDA, direksi maupun pegawai
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GARUDA, danfatau pihak ketiga lainnya vang disebabkan karena kefalaian, kesalahan, dan/atau
tindakan GARUDA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 18
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai force majeure dalam Perjanjlan ini adatah, termasuk namun
tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase,
kebakaran, cyber-attack, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan
pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal fain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada
di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini {*Force Majeure”).

2. Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu
akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.

3. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan
secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7x24 jam terhitung sejak
terjadinya Force Majeure.

4. Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari
Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah
disetujui.

5. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musvawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak vang
terkena Force Majeure dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

6. Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib untuk melaksanakan kembali berbagai
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Force Majeure tersebut
dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

7. Para Pihak sepakat bahwa apabila Force Majeure telah berlangsung selama 60 {enam pulub) hari
kalender dan salah satu Pihak tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,
maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Perjanjian
ini, Perjanjian ini dapat diputus oleh GARUDA secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebihk dahulu
dalam hal:

a. BKS dianggap lalai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
b. BKS dinyatakan pailit.

2, Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, GARUDA setiap saat dapat memutuskan
Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BKS 14 {empat belas) hari kalender sebelum
tanggal pemutusan yang dikehendaki. BKS dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan
tuntutan apapun kepada GARUDA dalam hal terjadinya pemutusan tersebut,

3. Untuk pemutusan Perjaniian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sehagaimana dimaksud ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini, atau
dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini,
maka segala kewajiban Para Pihak vang telah timbul namun belum diselesaikan pada saat
pemutusan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada
ketentuan-ketentuan vang telah disepakati dalam Perjanjfian ini sampai dengan kewajiban-
kewajiban tersebut diselesaikan oleh Para Pihak.

PASAL 20
KONSTRUKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik indonesia.

2. Para Pihak telah membaca dan mengerti isi Perjanjian inf dan menyetujui bahwa Perjanjian ini
merupakan bentuk pernyataan lengkap yang berlaku di antara Para Pihak.

3. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat antar Para Pihak, yaitu dalam jangka waktu 30 {tiga puluh}
hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari salab satu Pihak mengenai adanya
persetisihan.

4. Apabila dengan cara musyawarah antar Para Pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan
tersebut akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21
LARANGAN KORUPSI, KOLUS!, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:

1. Para Plhak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan
perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-
korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;

2. Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
implementasi Perjanjian ini;

3. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak
yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan
Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar
ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 22
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan rnengikat
rasing-masing Pihak terkait dengan pelindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanijian ini
dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang
berfaku di Indonesia, dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Uraum
Perlindungan Data {The General Data Protection Regulation atau “GDPR"), yaitu:

a. kewaiiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Ini dapat dikelola dengan aman dan
dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi
data pribadi;
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b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya
untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh
Para Pihak di Perjanjian ini saja;

c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perfanjian ini dengan prinsip pengolaban data
yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

d. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data pribadi
terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Perjanjian ini apabila akan dipergunakan untuk
tujuan lain di luar daripada objek dan maksud dibuatnya Perjanjian ini;

e. kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran danfatau
dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian ini.

2. Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman
seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam database-nya selama jangka waktu
Perjanjian ini, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila diminta cleh subjek data
pribadi.

3. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya
dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran
penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau
penggunaan data pribadi di luar daripada persetujuan subjek data pribadi.

4. Masing-masing Pihak bertanggung jawah untuk setiap dan selurub akibat hukum atas
pelanggarannya terhadap ketentuan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
inl, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini,

PASAL 23
RISIKO

1. Jika hasil Pekerjaan BKS musnah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan
Pekerjaan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh perwakilan yang
berwenang dari Para Pihak, maka BKS bertanggung jawab sepenubinya atas segala kerugian yang
timbul.

2. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, jika pada waktu pelaksanaan Pekerjaan
terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan
atau zlat-alat karena kesalahan BKS, maka segala risiko akibat kemacetan pelaksanaan Pekerjaan
tersebut menjadi tanggung jawab BKS dan BKS wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian baik
material dan imaterial yang ditanggung oleh GARUDA.

3. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab BKS
sepenuhnya, atau dengan kata lain GARUDA bebas dari segala tuntutan para tenaga kerja yang
berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

4. Apabila selama BKS melaksanakan Pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka
segala kerugian ditanggung oleh BKS dan membebaskan GARUDA, baik direksi, maupun seluruh
pegawai GARUDA dari segala macam kerugian, tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian tersebut,
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PASAL 24
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJIA

BKS bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman,
bangunan-bangunan, gudang, alat-alat, dan bahan-bahan bangunan di Lokasi Pekerjaan selama
Pekeraan berlangsung.

BKS bertanggung jawab dan wajib untuk menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para
pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan.

Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan Pekerjaan, maka BKS diwajibkan memberi
pertolongan kepada korban dengan segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban dan/atau
tanggung jawab BKS.

BKS wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban bagi
tenaga kerjanya, tetapi tidak diperbolehkan tenaga kerjanya untuk tinggal sementara di Lokasi
Pekerjaan.

Selama pelaksanaan Pekerjaan, BKS diwajibkan menyediakan segala yang diperlukan untuk
keamanan para pekerja dan tamu seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-
fasilitas kesejahteraan lainnya.

BKS diwajibkan memenuhi segala peraturan perundang-undangan, tata tertib, ordonansi
pemerintah, beserta dengan perubahan-perubzhannya, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya
tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.

Bilamana BKS akan melaksanakan kerja lembur, diharuskan mengajukan permohonan ijin
pelaksanaan kerja lembur kepada konsultan pengawas sefambat-lambatnya 1 {satu) hari kalender
sebelum kerja lembur dilaksanakan.

PASAL 25
PENGGUNAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

BKS wajib memaksimalkan penggunaan bahan, barang, peralatan, jasa, dan sarana di dalarn negeri

dalam melaksanakan Pekerjaan.

BKS wajib menggunakan barangfjasa dari produksi dalam negerl dengan capaian Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 100% {seratus persen} dari total imbalan Jasa

vang diatur dalam Perjanjian inl,

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa capaian TKDN pelaksanaan lebih rendah dari pada

capaian TKDN minimum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini, maka GARUDA berhak

mengenakan sanksi sebagai berikut kepada BKS:

a. Sanksi finansial berupa pengurangan atas jumiah pembayaran yang menjadi kewajiban GARUDA
kepada BKS, sebesar selisih antara capaian TKDN pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
3 Pasal ini dengan capaian TKDN minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, atau
maksimum 15% {lima belas persen) dari total Imbalan Jasa yang diatur dalam Perjaniian ini,
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Sanksi administratif berupa; (i) pembataian BXS sebagai pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk; (ii)
BKS dimasukan dalam daftar hitam  perusahaan  rekanan GARUDA; dan/atau
(i} GARUDA berhak mengajukan tuntutan perdata danfatau pidana kepada BKS sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PASAL 26
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERIJA {K3)

1. Para Pihak berkomitmen wntuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3"), termasuk namun tidak terbatas pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya,

2. Penerapan Sistem Manajemen K3 BKS wajib menerapkan dan memeliharaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“SMK3”) sesuai dengan standar yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah Nomor S0 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

3. Tanggung Jawab BKS bertanggung jawab untuk:

a. Memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam Pekerjaan ini memahami dan
menjalankan prosedur K3 yang telah ditetapkan;

b. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai untuk pekerja sesual dengan jenis Pekerjaan
yang dilakukan;

c. Melaporkan setiap kecelakaan kerja atau insiden keselamatan kepada GARUDA dalam
waktu maksimal 24 jam sejak kejadian;

d. Mengikuti pelatihan K3 yang diwajibkan oleh GARUDA atau instansi yang berwenang.

4. Pemeriksaan dan Audit K3
GARUDA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan audit K3 terhadap kegiatan Pekerjaan yang
dilakukan cleh BKS guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Jika
diterukan pelanggaran, BKS wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
1x24 jam sejak kejadian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

5. Sanksi atas Pelanggaran K3
Jika BKS melanggar ketentuan K3 yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,
maka dapat dikenakan sanksi sebagal berikut;
a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran vang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan oleh

GARUDA;

b. Penghentian sementara Pekerjaan untuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai petanggaran
berat oleh GARUDA;

¢. Pemutusan Perjanjian apabila terjadi pelanggaran yang berulang atau menimbulkan kecelakaan
fatal,

6. Kewajiban dalam Keadaan Darurat
BKS walib memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan memastikan bahwa seluruh pekerjanya
memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan
kerja, atau hencana alam.

PASAL 27
LAIN - LAIN

1. Hal-hal lain yang mungkin terjadi dan belum tercakup dalam Perjanjian ini atau perubahan akan
diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan dituangkan dalam amandemen
yang ditandatangani cleh perwakilan yvang berwenang dari masing-masing Pihak dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari
Perjanjian inl,
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3. Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus
dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau email kepada Para
Pihak dengan alamat sebagai berikut:

PT Garuda indonesia {Persero) Thk PT Bringin Karya Sejahtera

Up: Dewi Saraswati Nama : Mohammad Zakaria Effendie
General Affairs Division Head labatan : Pemimpin Cabang

Gedung Sistem Informasi Lantai 1 Alamat: Ruko Sentra Menteng Blok B7/MN
Area Perkantoran Bandara Internasional 88 F Bintaro, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok
Soekarno-Hatta, Cengkareng, 15111 Aren, Tangerang Selatan

Telp: (021) 25601169 Telepon: 021-38897005
Email:dewi.saraswati@garuda-indonesia.com Emaif: bisnis.bksikt3@briks.co.id

Seluruh surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi lainnyz ke alamat

tersebut di atas dianggap telah diterlma dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diterima pada hari kerja berikutnya setefah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim
melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;

b. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir yang
dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh
pengirim;

¢. Diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui email.

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau alamat
terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubshan tersebut harus diberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 {tujub) hari kerja
sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan. Jika perubahan alamat tersebut tidak
diberitahukan sesuai ketentuan dalam Pasal ini, maka yang dianggap berlaku adalah alamat di atas
atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

S. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan
badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lehih dari ketentuan dalam Perjanjian
menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau
bertentangan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan
vang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana akan
ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.

6. Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, siginifikan, atau yang menjadi dasar dari dibuatnya
Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaky, ilegal,
atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan
pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Datam hal
tersebut Para Pihak akan melakukan amendemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan tersebut
dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama diperbolehkan secara
hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh Para Pihak dengan ketentuan tersebut.
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Demikianlah Perjanjian ini dibuat, ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
di bawabh ini, dibuat dalam rangkap 2 {dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

T GARUDA INDONESIA {PERSERO) Thk PT BRINGIN KARYR SEIAHTERA

WS

d v X0 Urigfement Sonnons

ANDREAS THMPZ HUTAPEA % MOHAMMAD ZAKARIA EFFENDIE

BUSINESS SUPORT & GEN ERAL AFFAIRS GROUP HEAD  PEMIMPIN CABANG &/

2500200 ‘
Tanggal : 2 3 MAY 2025 Tanggat :
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LAMPIRANI
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERJ/IV/18-4071/2025

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Details of goods/services specification:
a. Lokasi: Area Parkir depan Gedung Garoda Management Building, Area GSO, Area Perkantoran

Garuda City, Tangerang.

b. Luas: + 55 m2
¢. Kebutuhan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

i, Pekerjaan Membuat desain dan perencanaan atau gambar kerja secara detail/rinci
termasuk dimensi/ ukuran dan warna serta gambar prinsip 2D {denah, tampak, potong, dan
gambar detail frangka /fstruktur pendukung);

ii. Membuat gambar design 3D Interior dari beberapa view;
iii. Desain Halte termasuk pemilihan warna, tekstur, dan motif vang sesual dengan identitas
GARUDA;
iv. Pembuatan Halte Shuttle Bus Karyawan GARUDA dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Bahan Konstruksi yang memenuhi standar kualitas tahan lama, dan tahan terhadap
cuaca yang ekstrim seperti angin kencang atau gempa bumi;
2. Bahan Atap yang tahan air dan tidak mudah bocor;
3. Desain overhang atau penjorokan atap halte dapat melindungi karyawan GARUDA dari
adanya tampias air hujan;
4. Desain ketinggian atap dipasang agar sebagian bus dapat masuk sedikit di area halte.
v. Pembuatan atap alderon ketebelan 10 mm dengan rangka pipa 3”;
vi. Pembuatan tempat duduk pipa 1 %”;
vii. Pembuatan pondasi halte;
viii. Pengadaan Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8Smm x 2,5 m;
ix. Pemasangan paving block K300 T 15m;
x. Slof pengunci dari halte tersebut;
xi. Pekerjaan Maobilisasi dan Pembersihan,
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LAMPIRAN Nl
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PER)/IV/IB-4071/2025

HARGA SATUAN
NO URAIAN PLXERIAAN SAT WOL HARGA SATUAN TOTAL
A PEKERIAAN PERSIAPAN
1|Mobilisasi Alat & Material is 100 | Rp 1,151,91530 [ Rp  1,151,915.3
2|Pek. Bongkaran, Pembersihan & Finishing Ls 1.00 | Rp 1,151,915,3¢ | Rp  1,151,915.30
SUB TOTAL Rp  2,303,830.60
;] PEKERIAAN HALTE GARUDA
1|Kanopi atap alderon dengan ketebalar 10 Rangka pipa 3 inch m2 55.00 | Rp $29,134.13 | Rp  45,602,377.15
2| Tempat duduk pipa 1% inch m 1000 | Rp 541,400.19 | Rp  5414,001.%)
3|Pondasi Pes 400 | Rp 802,005.88 | Rp  3,208,023.52
4/Stick Cone 2 ea + rantai plastic 8mm x 2,5 Unit 1000 | Rp 377,828.22 |Rp  3,778,282.20
5/Permasangan paving block K300 T 15m m2 45.00 | Rp 41468951 | By 18,661027.95
6|Slof pengunci mi 2900 | Rp 518,361.89 | Rp 1503249481
SUB TOTAL Ry 91,696,207.53
TOTAL PEKERIAAN| Rp 94,000,038.13
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LAMPIRAN Il
PERJANJIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN Di AREA G5O
NOMOR: iG/PERI/IV/1B-4071/2025

STRUKTUR ORGANISASI PEKERIA
PROJECT MANAGER
Mohammad 2akaria Effendie
= RS
' 1
SITE MANAGER SITE MANAGER
Indrayario Dwi Adi Fadiiah
HSE L el e e ] QC L e LOGISTIK
Ahmad Ja‘for Rizki Codiat: M. Intan Luthvia
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LAMPIRAN IV
PERJANIIAN PENGADAAN PEMBUATAN HALTE SHUTTLE BUS KARYAWAN DI AREA GSO
NOMOR: IG/PERI/IV/IB-4071/2025

TIME FRAME PEKERJAAN

TIME SCHROIRS
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